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 Pokok permasalahan dalam penellitian ini yaitu: bagaimana rekruitmen 
politik partai PAN, PDIP, GOLKAR dan PPP, Upaya apa saja didalam 
meningkatkan kualitas anggota DPRD Kab Brebes. Sedangkan tujuan penelitian : 
(1) bagaimana cara partai dalam merekrut calon legislatif. (2) untuk mengetahui 
kendala yang dihadapi partai dalam meningkatkan kualitas calon anggota DPRD 
Kab Brebes. (3) untuk mengetahui solusi didalam mengatasi kendala perekrutan 
calon anggota DPRD Kab Brebes. 
 
 Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif 
yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan 
wawancara dengan beberapa informan yaitu diantaranya, sekertaris DPD PAN, 
sekertaris DPD PDIP, sekertaris DPD GOLKAR dan sekertaris DPD PPP, serta 
calon legislatif PAN, PDIP, GOLKAR dan PPP. 
 
 Hasil penelitian menggambarkan bahwa dari keempat partai politik yaitu 
PAN, PDIP, GOLKAR dan PPP cara merekrut calon legisatif dengan 
menggunakan dua persyaratan yaitu khusus dan umum. Dimana partai yang 
menerapkan persyaratan khusus seperti PDIP, GOLKAR dan PPP, sedangkan 
PAN tidak ada persyartan khusus, kemudian keempat partai tersebut juga 
mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh PPKPU No. 20 Thn 2018. 
Kendala yang dihadapi oleh partai dalam meningkatkan kualitas calon legislatif 
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 The main problems in this research are : how is the political recruitment of 
the PAN, PDIP, GOLKAR and PPP parties, what are the efforts to improve the 
quality of the members of the Brebes Regency DPRD. While the purpose of this 
study is to find out : (1) how do parties recruit legislative candidate. (2) to find out 
the obstacies faced by the parties in improving the quality of candidates for 
members of the Brebes Regency DPRD. (3) to find out solution in overcoming 
obstacies ro recruiting members of the Brebes Regency DPRD. 
 
 The research method used by the researcher is descriptive qualitative with 
data collection techniques using documentational and interviews with several 
informants includng, secretary of DPD PAN, secretary of DPD PDIP, secretary of 
DPD GOLKAR and secretary of DPD PPP as well as legislative candidates for 
PAN, PDIP, GOLKAR and PPP. 
 
The result of study illustrate that of the four political parties namey PAN, 
PDIP, GOLKAR and PPP how to recruit legslative candidates using two 
requitments. Then the four parties also follow the requirments set by PPKPU No. 
2o Of 2018. The obstacies faced by parties in improving the quality of egislative 
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1.1 Latar Belakang 
Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu instrumen terpenting dalam 
sistem politik demokratik modern. Pemilu bahkan menjadi salah satu 
parameter  yang utama yang secara keseluruhan diakui masyarakat secara 
internasional untuk melihat demokratis tidaknya sebuah negara. Pemilu 
seringkali dilakukan untuk melegitimasi tindakan yang nyata rezim yang 
otokratik, karena dalam kenyataannya masyarakat internasional kini telah 
menyepakati bahwa tidak ada satupun negara yang dapat dikategorikan 
sebagai negara demokratis apabila tidak menyelenggarakan pemilu, terlepas 
bagaimana kualitas pelaksanaannya. (Chebabi dan Linz dalam Asgart, 2010) 
Pemilu adalah salah satu transportasi untuk menyeleksi personal yang 
akan dibawa dalam rute perpolitikan sebuah negara, untuk mencapai tujuan 
negara pada rute tertentu, secara global pemilu memberikan dampak 
perubahan strategi menuju kemajuan bagi sebuah negara dalam membangun 
sistem politik dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Rekrutmen 
politik menjadi landasan yang kuat dalam membangun sistem politik suatu 
negara, karena proses ini akan menghasilkan personal individu yang akan 
menjalankan perannya didalam menjalankan lembaga negara. 
Dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia yaitu Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 241 ayat (1) 






melakukan seleksi bakal calon DPR, DPRD.Provinsi.atau.DPRD.Kabupaten 
atau Kota. Sehingga, guna memenuhi syarat untuk tetap dapat mengikuti 
kontestasi dalam perebutan kursi di parlemen, maka partai politik harus 
melakukan rekrutmen. 
Partai politik merupakan salah satu institusi.dari.pelaksanaan.demokrasi 
modern. Demokrasi modern mengandalkan sebuah sistem pemilihan langsung, 
kepemilihan langsung akan menjadikan ruang politik lebih kompetitif. 
Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan.makin.banyaknya 
prefensi kandidat.yang hanya.terjadi antara politisi dan partai politik, tetapi 
juga berlangsung antara masyarakat politik (politycal society) dan segmen 
birokrasi negara  pelaku pasar (economic society) (siti zahro, 2009: 8). 
Dalam literatur sebuah ilmu politik menjelaskan bahwa sebuah partai 
politik memiliki beberapa fungsi, seperti yang dijelaskan oleh Budiardjo 
(2008.hlm. 405-406) bahwa partai politik dibagi menjadi.empat.fungsi, yaitu: 
“sebagai sarana.sosialisasi politik, sebagai sarana.komunikasi politik, sebagai 
sarana pengatur.konflik dan sebagai sarana rekrutmen.politik”. Beberapa 
fungsi.partai.politik tersebut merupakan sebuah sistem.yang saling.berkaitan 
satu sama lain, tak terkecuali fungsi rekrutmen politik yang menjadi gerbang 
bagi aktivis politik untuk .tergabung. dalam .sebuah .gerakan .partai .politik 
tertentu. 
Seperti yang dijelaskan oleh Budiardjo (2008, hal. 408) menyatakan 





kepemimpinan, baik kepemimpinan .internal partai maupun kepemimpinan 
nasional yang lebih luas. 
Rekrutmen politik disebuah partai. tentu saja sangat diperlukan, karena 
makin banyaknya partai serta makin banyak pula orang yang menginginkan 
sebuah jabatan dipemerintahan tentu saja kompetisi atau persaingan didalam 
merebutkan kekuasaan semakin  ketat, partai politik diharapkan lebih selektif 
dalam melakukan rekrutmen calon DPR atau DPRD. Selain itu makin banyak 
pula orang yang ingin mencalonkan diri menjadi wakil rakyat menjadikan 
partai politik lebih mementingkan keunggulan atau prestasi dari masing-
masing calon legislatif tersebut. 
Setiap partai politik tentu saja menginginkan kader-kader atau anggota-
anggota yang berkualitas, karena anggota atau kader menjadi penentu atau 
ujung tombak. dalam. sebuah kebijakan. yang akan diambil. atau dibuat baik. 
oleh internal .partai tersebut maupun setelah. anggota atau kader pertai 
tersebut menduduki jabatan tertentu. dalam sebuah struktur politik. atau 
pemerintahan. Fungsi rekrutmen. politik tersebut akan baik jika ditunjang 
dengan proses kaderisasi atau rekrtumen di internal. partai tersebut. karena 
fungsi kaderisasi.. atau rekrutmen merupakan sebuah proses. pembelajaran 
atau penggemblengan. Terhadap..anggota atau kader agar mampu 
menjalankan sebuah organisasi. dalam keberlangsungan. kegiatan partai. 
tersebut. 
Proses rekruitmen atau kaderisasi dibuat agar anggota atau kader 





unggul..jika dibandingkan dengan..orang..awam atau masyarakat..biasa..pada 
umumnya. Namun..pada realitanya partai politik dihadapkan pada masalah 
yang berkaitan dengan sebuah rekrutmen..atau kaderisasi..itu sendiri. Masalah 
yang muncul..adalah salah satunya mengenai lemahnya..pola..rekrutmen atau 
kaderisasi..yang dilakukan oleh partai..politik itu sendiri. Selain itu banyak 
juga anggota partai politik yang terjerat..kasus-kasus pelanggaran..hukum 
seperti misalnya tindak pidana..korupsi. (Pusat..Penelitian Politik, Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesi. Jakarta, 2016)  
Hal..itu merupakan bukti bahwa adanya kelemahan didalam sistem 
kaderisasi atau sistem rekrutmen politik yang dilakukan sebuah partai politik 
tersebut. sering sekali..partai politik melakukan..perekrutan dalam..waktu-
waktu yang..akan mendekati..pelaksanaan pemilu..itu saja,..sehingga didalam 
merekrut kader-kader atau anggota dengan cara instan jadi tidak mengetahui 
seberapa luas wawasan serta pengetahuan yang dimiliki oleh kader atau 
anggota partai yang akan direkrut. Mestinya seharusnya partai politik 
mempersiapkan perekrutan untuk anggota atau kadernya jauh-jauh hari agar 
mereka atau calon legislatif memiliki wawasan, kecakapan..dan..kompetensi 
yang baik..serta dapat bertanggung jawab terhadap tugas..yang akan 
diembannya... 
Maka dari itu dibutuhkan..sebuah gagasan..rekrutmen atau 
kaderisasi..yang jelas dan terencana yang dimiliki..oleh sebuah partai..politik 
tersebut. karena jika sebuah..partai politik berhasil membentuk kader-kader 





tersebut juga akan menghasilkan pemimpin nasional dalam hal ini elit politik 
atau pejabat yang berkualitas. Sebaliknya jika sebuah perekrutan atau proses 
kaderisasi tersebut gagal atau tidak berhasil, maka estafeta..kepemimpinan 
dari..generasi tua ke generasi muda..akan..mengalami penghambatan. 
Selain permasalahan diatas ada juga permasalahan yang dilakukan partai 
politik dalam sebuah perekrutan atau kaderisasi, misalnya banyak sekali 
anggota baru yang diajak oleh partai politik sedangkan partai politik tersebut 
tidak mengetahui potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh anggota atau 
kader baru tersebut terutama dalam bidang atau dunia politik. Seharusnya 
partai politik selalu mengingat,..bahwa rekrutmen politik dari luar..kader atau 
anggota sangat..rawan..terhadap..berbagai..resiko. 
Pertama,..ketidaksesuaian..antara paham..ideologis..antara..orang-orang 
yang..direkrut dengan..organisasi partai politik..yang bersangkutan...Resiko 
kedua,..terjebaknya..suatu..partai..politik pada..pragmatisme jangka..pendek 
yang..menjadikan..organisasi..partai..politik..sebagai..kendaraan..untuk.. 
berkuasa (Firmanzah:...2012). Maka dari itu,..sebuah sistem..rekrutmen atau 
kaderisasi..dalam..partai..politik..harus diefektifkan..didalam membentuk.. 
kader..atau anggota yang...berintegritas,..profesional,..kredibel..untuk 
menawarkan sebuah produk politik atau politycal branding yang berkualitas 
kepada para pemilih. 
 Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sitem rekrutmen didalam suatu 
partai politik bertujuan untuk membentuk..kader yang..memliki jiwa 





baik..sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jika kader yang 
dicalonkan itu berkualitas tentu saja jika nanti lolos menjadi pejabat publik 
tentu saja akan menjadi pejabat yang baik pula serta pejabat yang 
berintegritas. Jika sudah demikian tentu saja partai politik tersebut akan 
berperan dalam upaya mewujudkan negara yang mampu mendongkrak 
kesejahteraan perekonomian masyarakatnya. 
Hal itulah yang merupakan tujuan ideal yang dilakukan oleh partai politik 
dalam perekrutan untuk menjadikan sumber..daya..manusia..agar mempunyai 
jiwa..kepemimpinan. Partai..politik juga mempunyai kewajiban dalam 
memberikan..pendidikan..politik kepada..masyarakat agar..masyarakat..tidak 
apatis..dengan pemilihan..umum..yang diadakan oleh pemerintah, selain itu 
partai politik juga merupakan sarana bagi masyarakat agar masyarakat ikut 
berpartisipasi dalam sebuah proses demokrasi dalam sebuah negara. 
Partai politik juga bertujuan agar dapat menjadi perantara antara 
masyarakat..dengan pemerintah..dalam..menyalurkan..aspirasi masyarakat. 
Dasar..hukum..pelaksanaan pemilu..di Indonesia adalah Undang-undang 
Nomor..7 Tahun..2017..Tentang Pemilihan..Umum, pada pasal 241 ayat..(1) 
bahwa partai politik..sebagai peserta..pemilu diwajibkan untuk melakukan 
seleksi..bakal..calon DPR,..DPRD..Provinsi..atau DPRD..Kabupaten atau 
Kota...Guna memenuhi syarat untuk tetap dapat mengikuti kontestasi dalam 
perebutan kursi di parlemen, maka partai politik harus melakukan rekrutmen. 
Adapun data mengenai partai yang masuk kedalam kursi DPRD Kab. 






Tabel mengenai jumlah..partai yang masuk dalam kursi DPRD Kab Brebes 
dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 
Tahun Partai Politik Kursi 




































Sumber : KPU Kab Brebes dengan nama file Rekap Data KPU Thn 2004 - 2019 
Lalu didalam sebuah proses..rekrutmen politik yang dilakukan..oleh partai 
seringkali menganggap enteng yaitu mekanisme rekrutmen atau seleksi bakal 
calon..legislatif yang dilakukan..dengan cara..tertutup, partai..politik tidak 
transparansi atau tidak terbuka terhadap publik mengenai bakal calon sudah 
legislatif, daftar bakal calon legislatif tiba-tiba sudah terpampang didaftar 
yang telah..ditetapkan oleh..Komisi Pemilihan..Umum (KPU). (Jurnal Pemilu 
dan..Demokrasi atau Perludem Vol. 11 2018). 
Disetiap masing-masing partai terdapat cara untuk menginformasikan 
pendaftaran untuk bakal calon legislatis, dari keempat partai ini masing-





menginformasikannya, untuk partai PDIP informasi pendaftaran lewat berita 
online (https://wawasan.co/news/detail/3398/pdip-brebes-buka-pendaftaran-
bacaleg diakses pada 14 desember 2020) 
Sedangkan untuk partai PAN sendiri informasi pendaftaran lewat Baliho  
Pendaftaran dan Lewat Iklan Radio (informasi ini dari sekertariat dpc partai 
PAN). Sama dengan PAN, partai PPP juga menginformasikan pendaftaran 
untuk bakal calon legislatif menggunakan Baliho, Banner maupun sosial 
media. 
Lalu untuk partai Golkar itu sendiri informasi mengenai pendaftaran bakal 
calon legislatif sama juga disosial media serta diinformasikan keseluruh 
pimpinan/ pengurus kecamatan maupun desa. Dalam ke empat partai tersebut, 
adapun upaya yang dilakukan unuk menghasilkan calon..anggota..legislatif 
yang..berkualitas masing – masing..partai melakukan pelatihan kaderisasi 
yang..dengan tujuan agar bakal calon legislatif menjadi caleg yang berkualitas. 
Akibat tidak adanya transparansi didalam seleksi atau mekanisme 
rekrutmen partai politik, membuat semakin kuat pandangan masyarakat 
mengenai buruknya kinerja lembaga maupun anggota legislatif tersebut. 
didalam data KPK yang dikeluarkan oleh Indonesian Corruption Watch 
(ICW), sejak berdirinya KPK sampai dengan tahun 2018, KPK telah menjerat 
politisi kurang lebih 264 politisi yang merupakan 100 orang kepala..daerah 






epanjang-2018-terdapat-264-kasus-penindakan-korupsi diakses pada 11 
september 2020)  
Sementara didalam catatan Lembaga Gerakan Berantas Korupsi 
(GEBRAK) Brebes, bahwa pada tahun 2010 ada dugaan keterlibatan sembilan 
pimpinan DPRD Brebes didalam kasus jual beli yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah brebes didalam kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah brebes yang kemudian menjadikan Bupati Brebes pada 
waktu itu yaitu Indra kusuma sebagai terdakwa. 
(https://nasional.tempo.co/read/250286/lsm-brebes-beberkan-bukti-
keterlibatan-korupsi-di-dprd yang diakses pada 11 september 2020). 
Adapun pada tahun 2004KPUD Brebes mencoret empat caleg dari PDIP 
dikarenakan mereka diduga telah memalsukan ijazah. 
( https://m.liputan6.com/news/read/71764/kpud-brebes-mencoret-empat-
caleg-pdip yang diakses pada 7 juni 2021) 
Selain itu pada tahun 2014, semua anggota DPRD Kabupaten Brebes 
dilaporkan..oleh..Gerakan..Nasional..Pemberantasan..Tindak..Pidana..Korupsi 
(GNPK) provinsi..Jawa Tengah kepada Kejaksaan..Negeri Brebes atas dugaan 
kasus penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) pada APBD 2011. 
(https://www.merdeka.com/peristiwa/50-anggota-dprd-brebes-dilaporkan-ke-
kejaksaan-soal-dana-bansos.html diakses pada 11 september 2020) 
Fenomena diatas cukup menjadi indikasi bahwa proses..seleksi..atau 
rekrutmen..yang dilakukan..oleh partai..politik..dalam memilih bakal calon 





khusunya pada Kabupaten Brebes tidak berdasarkan pada latar belakang atau 
trek record yang akan berkontestasi. 
Hal tersebut tentu menjadi fenomena yang memiliki dampak terhadap 
kinerja para pejabat politik khusnya anggota legislatif di Kabupaten Brebes 
oleh karen itu maka penelitian ini diberi judul “UPAYA REKRUITMEN 
PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS 
BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILU TAHUN 
2019 DI KAB. BREBES”. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana rekrutmen politik partai PDIP, PPP, Golkar dan PAN? 
2. Upaya apa saja di dalam meningkatkan kualitas anggota DPRD Kab 
Brebes? 
1.3 Batasan Masalah 
1. Bagaimana cara rekrutmen politik partai PDIP, PPP, GOLKAR, dan PAN  
2. Apa kendala yang dihadapi parpol dalam meningkatkan kualitas bakal 
calon anggota DPRD Kab Brebes?  
3. Bagaimana..solusi yang..dilakukan..dalam mengatasi kendala..didalam 
perekrutan bakal calon anggota DPRD Kab Brebes? 
1.4 Tujuan Penelitian 





2. Untuk..mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas 
anggota DPRD Kab Brebes. 
3. Untuk mengetahui solusi didalam mengatasi kendala perekrutan anggota 
DPRD Kab Brebes. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun..manfaat penelitian..yang ingin di dapat dalam penelitian..ini 
adalah sebagai..berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Bermanfaat untuk..menambah kepustakaan..dan dapat..digunakan 
untuk menambah referensi..dalam penelitian..dan analisis yang sejenis 
dan menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya di Fakultas..Ilmu 
Sosial..dan Ilmu..Politik. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi penulis..penelitian ini..berguna untuk..menambah wawasan 
ilmu pengetahuan..khususnya mengenai rekrutmen..politik 
b. Bagi..masyarakat,..hasil..penelitian..ini..dapat..memberikan 
pengetahuan kepada..Masyarakat bahwa didalam pencalonan 
anggota legislatif tentu saja terdapat rekrutmen politiknya terlebih 
dahulu didalam suatu partai pengusung. 
c. Bagi Partai Politik, sebagai bahan masukan bagi partai politik atau 










Penelitian terdahulu..adalah..suatu kajian tentang.gbeberapa.ppenelitian yang 
pernah dilakukn..berkenaan dengan..objeksserta..pokok permasalahannyang 
sekiranyaamemilikiihubungan yng sama erat dngan..penelitian yang.aakan 
dilakukan. 
 Rekrutmen PartaiyPolitik (study pola rekrutmenupolitik partai solidaritas 
indonesia terhadap anak muda)”. Penelitian dari Rudy Saputra (2018) yang 
merupakanhmahasiswahFISIP di Universitas..IslamuNegeriuSyarif 
HidayatullahtJakarta. 
Teori yangydigunakan dalamupenelitian ini adalahomenggunakan 
teori partai..politik, dan menggunakanukonsep sistemjrekrutmenypolitik 
menurutuMiftah Thoha, sedangkan..dalam penjelasan..mekanisme 
rekrutmenypolitikuoleh Michael Rush..dan Philip Althoffusertaiteori 
kekuatanypolitikuuntuk melihatkperan PSI dan anaktmuda agarybisa 
menjadi basis kekuatanupolitik partai. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwarekrutmen 
politik merupakan seleksiydan pemilhan atauiseleksi danupengangkatan 
seseorangyatau sekelompokyorang untuk melaksanakanysejumlahuperanan 
dalamtsisitem politik padayumumnya..danypemerintahan padalkhususnya, 
dengan mengkhususkanykepada..orang-orang yangbmempunyai bakathyang 






seorangtcalon pemimpin baik..dalam skala..nasional maupunydalam 
kewilayahan. 
 Model Rekrutmen..Politik  Penelitian dari Redy Liana (2020) yang 
merupakan mahasiswa progdi Ilmu Pemerintahan FISIP di Universitas 
Pancasakti Tegal. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan..metode 
deskriptif kualitatif..dengan menggunakan..dua sumber data,..yaitu data 
primer..dan data..sekunder. 
Hasil penelitian..menunjukan..bahwa ada beberapa model dalam 
proses..rekrutmen yang..dilakukan oleh..partai politik, dari model ujian 
atau tes sampai model penunjukan. Sedangkan faktor yang sangat 
menentukan dalam proses rekrutmen adalah faktor ekonomi, hal ini 
berpotensi menciptakan situasi yang tidak setara dalam kontestasi. 
Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor politik, kemudian faktor 














Penelitian Terdahulu dari Rudy Saputra dan Redy Liana 
Nama Peniliti Judul Penelitian Lokasi Hasil Penelitian 
Rudy Saputra Rekrutmen Partai Politik 
(study pola rekrutmen 
politik partai solidaritas 
indonesia terhadap anak 
muda)”. 
Di Jakarta Hasil..yang..diperoleh..dari 
penelitian..ini...adalah 
bahwarekrutmen...politik 
merupakan seleksi dan 
pemilhanyatauyseleksiudan 
pengangkatan sesorang atau 
sekelompok orang untuk 
melaksanakan sejumlah 
peranan dalam sisitem politik 
pada umumnya dan 
pemerintahangpadaukhususnya, 
dengan mengkhususkan kepada 
orang-orang yangumempunyai 







Redy Liana Model Rekrutmen Politik 
Calon Anggota DPRD 
(Study Rekrutmen Partai 
Pemenang Pemilu Di 
Kabupaten Brebes Tahun 
2019). 
Di Brebes Hasil penelitian menunjukan 
bahwa ada beberapa model 
dalam proses..rekrutmen yang 
dilakukan..oleh partai..politik, 
dari model ujian atau tes 
sampai model penunjukan. 
Sedangkan faktor yang sangat 
menentukan dalam proses 
rekrutmen adalah faktor 
ekonomi , hal ini berpotensi 
menciptakan situasi yang tidak 
setara dalam kontestasi. 
Sedangkan faktor yang kedua 
adalah faktor politik, kemudian 
faktor kekuatan militer, faktor 










II.2  Kerangka Teori 
1. Pengertian Upaya 
Menurut Kamus..Besar Bahasa..Indonesia..Edisi III tahun 2003 
yang dimaksud..dengan “Upaya merupakan usaha; ikhtiar untuk mencapai 
suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar; daya 
upaya”.Menurut Poerwadarminta 1991 : 574, “Upaya merupakan usaha 
untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya adalah segala 
sesuatu yang bersifat mengusahakan..terhadap sesuatu hal..agar dapat 
lebih berdaya guna dan berhasil guna..sesuai dengan maksud, tujuan dan 
fungsi serta manfaat..suatu hal..tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat 
berkaitan erat dengan..penggunaan..sarana dan prasarana dalam 
menunjang kegiatan tersebut, agar..berhasil maka..digunakanlah...suatu 
cara, metode..dan alat penunjang..yang..lain. 
Menurut Tim..Penyusun Pusat..Pembinaan dan..Pengembangan 
Bahasa (1991 : 1109) mengartikan..bahwa upaya adalah usaha..akal ikhtiar 
(untuk mencapai..suatu..maksud, memecahkan..persoalan, mencari..jalan 
keluar,..dsb)  
Dari beberapa..pengertian..di atas,..maka penulis..dapat 
menyimpulkan bahwa..pengertian dari..upaya adalah suatu kegiatan atau 








2. Demokrasi  
Menurut..kunthi Diyah (2007:18) Demokrasi..sendiri..secara 
etimologi berasal..dari dua kata, yaitu; Demos yang berarti Rakyat..dan 
Kratos..atau Kratein yang..berarti..pemerintahan...Kemudian..apabila 
kita merujuk..pada pakar seperti..yang dikemukakan oleh Joseph 
Schumpeter, dalam arti yang sempit demokrasi berarti sebuah metode 
poliitk, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. 
Masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara 
pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Diantara 
pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan selanjutnya  
masyarakat dapat mengganti wakil..yang mereka..pilih..sebelumnya. 
Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin..politik 
pada masa pemilihan..inilah disebut..dengan demokrasi. 
Sedangkan menurut Mochtar Masoed (2003:16) lebih..jelas 
menurut Dahl Demokrasi berarti sikap..tanggap pemerintah..secara 
terus menerus..terhadap prefensi atau keinginan..warga negaranya. 
Atas jaminan..terhadap keinginan..warga negaranya, rakyat..harus 
diberi kesempata..untuk; 
a) Merumuskan..prefensi atau kepentingannya..sendiri. 
b) Memberitahukan..perihal prefensinya itu..kepada sesama..warga 






c) Mengusahakan..agar..kepentingannya..itu dipertimbangkan..secara 
setara dalam..proses pembuatan..keputusan pemerintah,..artinya 
idak didiskriminasikan..berdasar..isi atau asal..usulnya. 
Dengan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa Demokrasi merupakan dimana setiap..warga..negara 
mempunyai..hak dalam suatu..pengambilan keputusan..yang 
artinya pemerintah mengizinkan..warga negaranya..untuk 
berpartisipasi baik..secara langsung..atau perwakilan dalam sebuah 
perumusan, pengembangan..dan pembuatan..hukum. 
A. Teori Perwakilan  
Menurut Prof Miriam Budiardjo (2008:317)  perwakilan adalah 
peran..anggota sebagai..trustee, dan perannya sebagai pengemban 
“mandat” perwakilan (representation) adalah..konsep..bahwa seorang 
atau suatu kelompok mempunyai kemampuan..atau kewajiban..untuk 
bicara dan..bertindak..atas nama suatu..kelompok yang..lebih..besar. 
B. Fungsi DPRD 
DPRD menurut Santoso (2017:78) mempunyai tiga fungsi yaitu 
membentuk peraturan daerah, fungsi..anggaran, fungsi..pengawasan. 
Ketiga..fungsi sebagaimana yang dimaksud dijalankan..dalam 
kerangka..representasi rakyat, dengan menjaring..aspirasi..masyarakat 
kabupaten/kota. Rincian dari fungsi DPRD sebagai berikut : 





Peraturan..daerah adalah peraturan..yang ditetapkan..oleh 
kepala daerah..setelah mendapat..persetujuan..bersama 
DPRD. Rancangan..peraturan daerah..dapat berasal..dari 
kepala..daerah (pemerintah daerah)maupun..dari DPRD. 
Khusus peraturan..daerah tentang APBD dan..perencanaan 
pembangunan..(RPJMD/PD dan tata ruang), rancangannya 
diprakasai oleh..pemerintah Daerah, untuk dibahas bersama 
DPRD. Peraturan daerah..tertentu yang mengatur APBD, 
perubahan..APBD,..pertanggungjawaban..pelaksanaan 
APBD, pajak daerah, retribusi..daerah dantata ruang, 
ditetapkan setelah melalui..tahapan evaluasi oleh..Gubernur 
sebagai perwakilan pemerintah pusat (Santoso, 2017:79) 
2) Fungsi..Anggaran 
Dimana pelaksanaan..fungsi anggaran diwujudkan..dengan 
membahas dan..menyetujui Rancangan..APBD bersama 
Bupati/Kepala Daerah. DPRD..perlu memahami..peraturan-
peraturan..teknis..selain..peraturan..terkait..mekanisme 
pembahasan, agar dalam pembahsan anggaran..DPRD 
dapat mengawal..program atau kegiatan..yang akan dibiayai 
(masuk dalam APBD) adalam program..dan kegiatan..yang 
menjadi..urusan..pemerintahan yang..menjadi urusan 





yakni program..dan kegiatan..yang menjadi..urusan 
pemerintahan..daerahnya. (Santoso, 2017:79) 
3) Fungsi Pengawasan 
Pelaksanaan..fungsi pengawasan..juga hanya..didasarkan 
pada hal-hal yang menjadi urusan..pemerintahan..daerah 
yang bersangkutan. DPRD provinsi..tidak..berwenang 
mengawasi..pelaksanaan urusan..pemerintahan..daerah 
Kabupaten/Kota ataupun urusan pemerintahan pusat. 
Demikian..pula..sebaliknya, DPRD Kabupaten/Kota..tidak 
mempunyai kewenangan mengawasi..pelaksanaan urusan 
pemerintah..(pusat) dan..urusan pemerintahan..daerah 
provinsi...(Santoso, 2017:80) 
3. Kualitas  
Kualitas menurut philip B. Crosby (179:58) merupakan 
“conformance..to..requirement”, yaitu..merupakan sesuai..dengan..yang 
diisyaratkan atau..distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila 
sesuai dengan standar..kualitas yang telah..ditentukan. Sedangkan menurut 
American Society for Quality..(2006:253)..kualitas merupakan 
keseluruhan..fitur dan..karakteristik produk atau jasa..yang..mampu 
memuaskan..kebutuhan yang terlihat atau yang..tersamar. 
Sedangkan menurut KBBI kualitas..merupakan tingkat baik 
buruknya..atau taraf atau..derajat sesuatu. Jadi dari berbagai pengertian 





sesuai dengan standar..yang telah..ditetapkan, baik sebuah produk maupun 
jasa. 
4. Peran Parpol 
Seperti didalam bukunya Prof Miriam Budiardjo (2008:405) 
mengatakan bahwa peran parpol sebagai..berikut : 
A. Sebagai..sarana..komunikasi 
Artinya partai..politik dalam hal ini berperan untuk 
memperbincangkanhdan menyebarluaskanyrencana-rencanaydan 
kebijakan-kebijakanypemerintah. Denganydemikian terjaditarus 
informasiidanydialog duayarah, yaitu dari ataskkebawah danudari 
bawahykeatas. Dalam menjalankan peran ini partaiupolitik disebut 
sebagaiuperantara (broker) dalamusuatuibursaiide-ide (clearing 
househof. ideas). 
B. Sebagai..sarana..sosialisasi..politik 
Didalam ilmu..politik sosialisasi..politik diartikan..sebagai 
suatu proses..yang..melaluinya..seseorang..memperoleh sikap..dan 
orientasi..terhadap..fenomena..politik...Sisi..lain..dari..fungsi 
sosialisasi politik..adalah upaya menciptakan..citra (image)..bahwa 
ia memperjuangkan..kepentingan..umum. Partai-partaijpolitik 
dituntutkberperan memupukiidentitas nasional daniintegritas 







C. Sebagai..sarana..rekrutmen politik 
Fungsi..ini..berkaitan erat dengan..masalah seleksi 
kepemimpinan, baik..kepemimpinan internal..partai..maupun 
kepemimpinan..naional yang lebih..luas. Untuk kepemimpinan 
internal..itu sendiri, setiap partai membutuhkan kader-kader..yang 
berkualitas,..karena hanya..dengan kader yang..demikian ia..dapat 
menjadi..partai yang mempunyai..kesempatan lebih..besar..untuk 
mengembangkan..diri. Dengan..mempunyai kader..yang baik, 
partai..tidak akan..sulit menentukan..pemimpinnya sendiri dan 
mempunyai..peluang untuk..mengajukan..calon untuk..masuk 
kebursa kepemimpinan..nasional. Selain itu partai..politik..juga 
berkepentingan..untuk memperluas atau..memperbanyak 
keanggotaan,..maka dari itu ia berusaha..untuk menarik..sebanyak-
banyaknya orang..untuk menjadi kader atau..anggotanya. 
D. Sebagai sarana..pengatur..konflik 
Potensi konflik selalu..ada disetiap..masyarakat, apalagi 
masyarakat..yang bersifat heterogen,..apakah dari segi..etnis (suku 
bangsa), sosial-ekonomi,..maupun agama, semua..perbedaan 
tersebut dapat menimbulakn konflik. Dalam hal ini peran..partai 
politik..diperlukan..untuk..membantu mengatasinya, atau 
sekurang-kurangnya dapat..diatur sebagai sedemikian..rupa 
sehingga..dapat ditekan..seminimal mungkin, elite..partai dapat 





dengan..itu juga dapat meyakinkan..pendukungnya...Dapat 
dikatakanubahwa partai..politik dapat menjadiupenghubung 
psikologisudan organisasional antaraowarga negaraidengan 
pemerintahannya. 
5. Rekrutmen..Politik 
1. Pengertianudan pola RekrutmenuPolitik 
Undang-Undang PartaiuPolitik No. 2 tahun 2011 padauPasal 29 Ayat (2) 
Bab XI tentang..RekrutmenyPolitik yang berbunyi Rekrutmen..sebagaimana 
dimaksud pada..ayat (1) dilakukan secara..demokratis dan..terbuka sesuai 
dengan AD..dan ART serta peraturan..perundang-undangan...Ramlan Surbakti 
(2010:118) memberikan penjelasan..mengenai rekrutmen..politik, sebagai 
berikut: 
Seleksi..dan pemilihan atau seleksi..dan pengangkatan..seseorang..atau 
sekelompok orang..untuk melaksanakan..sejumlah peranan..dalam sistem 
politik pada..umumnya dan pemerintahan..pada khususnya, dengan 
mengkhususkan kepada..orang-orang yang mempunyai..bakat yang cukup 
menonjol,..partai politik menyeleksi..dan menempatkannya sebagai..seorang 
calon pemimpin..baik dalam..skala nasional maupun..dalam kewilayahan. 
Setiap..sistem politik..memiliki sistem atau prosedur-prosedur yang..berbeda 
dalam proses..rekrutmen yang..selalu bermakna , yaitu: 
a. Adanya..seleksi untuk menempati..posisi-posisi di..pemerintahan. 
b. memanfaatkan peran..masyarakat non politik..agar dapat..memainkan 





disampaikan sedangkan menurut Rushudan Althof (2007:247) rekrutmen 
politik..dibagi menjadi..dua. 
 Rekrutmen..terbuka merupakan sistem yang..berdasarkan..pada 
ujian-ujian..terbuka...Cara rekrutmen tersebut..dinilai sangat 
kompetitif karena..nantinya partai..politik mampu..menilai 
kemampuan anggotanya..untuk dapat bersaing..di dunia..politik 
dan ini sesuai..dengan..paham demokrasi. 
 Rekrutmen..tertutup, merupakan suatuusistem perekrutan 
administratif yang..didasarkan ataskpatronase. Partai berkedudukan 
sebagaiupromotoryelit yang ditampilkan. Cara iniukurang 
kompetitiftjika dilihat dariuprosedurnya. Hal iniumenyebabkan 
demokrasiyberfungsi sebagai sarana elit memperbaharui. 
Legitimasinya di partai. Rekrutmen politikumemiliki suatuupola-
pola dalamukonsepnya. 
Pola-pola yangiterkandung dalamyrekrutmen politik 
memlikihsistem nilai, basis dan stratifikasiusosial yang ada. 
Rekrutmen politikymemiliki sifat khususjdi dalamnya, contoh 
untuk perekrutanutempat-tempatutertentu harus berdasarkan 
hubunganukedekatan, dalam arti kedekatanuseseoranglmenjadi 








 .2.  Sistem RekrutmenhPolitik 
 MenurutuMiftah Thohahbahwa ada tigausistem yang 
seringydigunakan dalamyprosesirekrutmen yaitu: 
 Sistemypatronik (patronage system). Sistem patronik 
dikenalusebagai sistemukawan, karena dasarupemikirannya 
dalam proses rekrutmenuberdasarkanikawan,uikatan 
kerabat, danukeluarga. Sistem kawanhini jugaudidasarkan 
atas dasargperjuangan politik karenahmemilikiisatu 
pemikirangyang sama. 
 Sistemymerit (merit system). Sistemhini berdasarkan 
kecakapankseseorang untukjmenduduki jabatanutertentu 
sehinggagsistem ini lebih bersifatjobjektif karena atas dasar 
pertimbanganhkecakapan. Penilaianlobjektif tersebut pada 
umumnyagmenggunakan ijazahhpendidikan, sistem 
sepertijini dikenal dengan “spoil system”.  
 Sistemhkarir (career system). Sistemhini sudahjlama 
dikenal danhdipergunakan secara luasjuntuk menunjukkan 
pengertian suatuhkemajuan seseorangjyang dicapaijlewat 
usahayanghdilakukannya secarahdini dalam. kehidupannya. 
Pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang 







peroses..pergeseran ekonomi, infrastruktur..politik, serta 
derajat politisasi..dan partisipasi..politik masyarakat. Sistem 
rekrutmen politik..memiliki keseragaman..politik yang tiada 
terbatas, namun..pada dasarnya ada dua..cara khusus seleksi 
pemilihan yakni..melalui kriteria universal..dan kriteria 
partikularistik. 
3.  Tujuan atau Sasaran 
 Secara garis besar tujuan rekrutmen adalah untuk memenuhi 
kebutuhan perusahaan atau organisasi dalam hal sumber daya manusia. 
Proses rekrutmen ini diharapkan dapat memenuhi harapan peruusahaan 
atau organisasi untuk mendapatkan kader atau anggota yang berkualitas 
tinggi yang memenuhi harapan atau cita-cita dari perusahaan atau 
organisasi tersebut. 
 Menurut Sinamora (1997:214), terdapat beberpa tujuan rekrutmen 
yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu : 
a) Menarik sejumlah pelamar atau anggota sehingga perusahaan 
atau organisasi tersebut memiliki peluang yang lebih besar, 
sehingga memungkinkan perusahaan atau organisasi tersebut 






b) Tujuan rekrutmen pasca pengngkatan adalah karyawan atau 
anggota dapat menjadi pelaksana atau pengelola yang baik serta 
dapat bertahan lama dalam perusahaan tersebut. 
Berdasarkan poin-poin tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
tujuan dari rekrutmen parpol secara umum adalah mendapatkan 
kader atau anggota yang dapat memenuhi kedudukan atau jabatan 
yang dibutuhkan oleh parpol. 
4. Prosedur atau Model Rekrutmen 
MenuruthDjuhandar (2005:104)hterdapat empat modeljrekrutmen dan 
seleksihyang biasahdigunakan, yaitu: 
a. Rekrutmen melaluihujian danjlatihan 
Yaitu cara rekrutmen yanghdianggap paling pentingmmengingat 
cara inihmemiliki banyak keragamanhdan mempunyai implikasi 
pentinghbagi perekruthpolitik. 
b. Perebutangkekuasaan 
Perebutanhkekuasaan dilakukanhdengan jalanhmenggunakan 
atau mengancamhkekerasan. Perebutanhkekuasaan dapat 
dilakukanhdengan coupkd’etat, revolusi, intervensihmiliter dari 
luar, pembunuhan ataugkerusuhan rakyat. Carahtersebut bisa 
dijadikan saranahuntuk mengefektivkanhperubahan radikal pada 
personilgditingkat-tingkat yang lebihhtinggi dalamjpartisipasi 
politiknya. Akibathyang paling langsungjdan nyata darihmodel 





tetapigperubahan dalam politik birokrasi biasanya menimbulakn 
hasil lebihhlamba, terutama bilahberlangsung dalam masyarakat 
yang kompleksgdan sangathmaju. 
c. Patronage 
Modelhrekrtumen ini merupakanhbagian dari sistemhpenyuapan 
dan korupsikyang rumit. Model ini adalah model yangkmapan 
untuk mempengaruhihpelaksanaan kekuasaanhpolitik melalui 
pengontrolanhterhadap hasiljpemilu. 
d. Koopsi 
Koopsi (co-option) adalah modelhrekrutmen pemilihan anggota-
anggotagbaru, meliputihpemilihan seseoranggdalam suatu badan 
olehganggota-anggota yanghada. 
 
Sementara menurut Rahar dan Hazangdalamjpamungkas 
(2011:99) terdapat duahmodel rekrutmen yaitu sebagai berikut: 
1. ModelhPemilihan 
Dalam modelgpemilihan, penominasianhkandidat 
melalui pemilihangdiantara penyeleksi. Padahsistem 
pemilihangmurni, semua kandidatgdiseleksi melalui 








2. ModelgPenunjukan  
Dalam modelhpenunjukan, penentuanhkandidat 
dilakukan tanpahmelalui pemilihan. Dalamjsistem 
penunjukangmurni, kandidathditunjuk tanpa 
membutuhkanhpersetujuan oleh agensihpartai yang 
lain kecuali penominasian oleh partai atau pimpinan 
partai. 
Sedangkan Rush dan Althoff (Rush & Althoff 1997 : 245) 
membagi model rekrutmen kedalam tujuh model, model-model 
tersebut yaitu : 
1. Seleksi ujiangdan pelatihan, model inihmerupakan 
model.jyang biasanya digunakanhuntuk mengisi 
jabatan birokrasihdanjadministrasi. 
2. Seleksihmelalui penyortiran, modeljinihdilakukan 
dengangmelakukan penarikan pengundian dan biasa 
digunakan untukgmemperkokoh pimpinanhpolitik. 
3. Seleksibmelalui rotasi, model ini dilakukanhuntuk 
mencegahgdominasi jabatan dan posisi-posisi 






4. Perebutangkekuasaan, model ini biasanya dilakukan 
denganhcara menggunakan atau mengancam 
kekerasan. 
5.  Patronage, modelgini dilakukan denganhcara 
penyuapangdan korupsi. 
6. Seleksi dengan..memunculkan..alamiah, model..ini  
merupakan..pembenaran kasar..terhadap aristrokasu. 
7. Koopsi,..model ini dilakukan..dengan cara..dimana 
pemimpin..yang ada dapat..membantu..pelaksanaan 
perekrutan tipe-tipe pemimpin..tertentu. 
5. Persyaratan Bakal Calon DPRD menurut PKPU NO. 20 
TAHUN 2018 
  Bakal calonganggota DPR, DPRDhProvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
adalah Warga NegarahIndonesia dan harus memenuhikpersyaratan: 
a. telah berumuru21 (dua puluh satu) tahunhatau lebih 
terhitunggsejakhpenetapan DCT; 
b. bertakwagkepadagTuhan YanghMaha Esa; 
c. bertempathtinggal di wilayahhNegarajKesatuan 
RepublikgIndonesia; 






e. berpendidikan palinghrendah tamat sekolahhmenengah atas, madrasah 
aliyah, sekolahhmenenga kejuruan, madrasah aliyahkkejuruan, atau 
sekolah lain yangmsederajat; 
f. setia kepadahPancasila, Undang-Undang DasarhNegara Republi 
IndonesiahTahun 1945, Negara Kesatuanj.Republik Indonesia, dan 
Bhinneka TunggaljIka; 
g. tidak pernahjsebagai terpidana berdasarkanhputusan pengadilanjyang 
telah memperolehhkekuatan hukum tetaphyang diancam denganupidana 
penjara 5 (lima) tahunhatau lebih berdasarkanjputusan pengadilanhyang 
telahgberkekuatan hokum tetap; 
h. bukangmantan terpidanahbandar narkoba, kejahatanhseksualjterhadap 
anak, atauhkorupsi; 
i. sehatgjasmani, rohani, danhbebas penyalahgunaanhnarkotika, 
psikotropikagdan zat adiktif; 
j. terdaftargsebagaijpemilih; 
k. bersediahbekerja penuhjwaktu; 
l. mengundurkanhdiri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur,..bupati, wakil 
bupati, wali kota..atau wakil wali kota; 2) kepalajdesa; 3) perangkatjdesa 
yang mencakuphunsur staf yanghmembantu KepalahDesa dalam 
penyusunan kebijakan..dan koordinasi yang diwadahi..dalammSekretariat 
Desa, danhunsur pendukunghtugas Kepala Desajdalam pelaksanaan 
kebijakan yangndiwadahi dalamhbentuk pelaksanajteknis danjunsur 





Indonesia; 6) anggota..Kepolisian Negara Republik..Indonesia; 7) direksi, 
komisaris, dewangpengawas dan/atau karyawanjpada Badan UsahajMilik 
Negara, BadannUsaha Milik Daerah, BadanhUsaha Milik Desa,uatau 
badan lainkyang anggarannyaubersumber dariukeuangannnegara; 
m. mengundurkanhdiri sebagai PenyelenggaranPemilu, PanitiaiPemilu, 
atau PanitiahPengawas; 
n. bersedia untukutidak berpraktik sebagaiuakuntan publik, advokat, 
notaris, pejabatjpembuat akta tanah, atauutidak melakukanupekerjaan 
penyedia baranghdan jasa yang berhubungan denganjkeuangan negara 
serta pekerjaanylain yang dapat menimbulkanjkonflik kepentingan dengan 
tugas, wewenang, dan hak sebagaihanggota DPR, DPRDjProvinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota sesuaijdengan ketentuan peraturanjperundang-
undangan; 
o. bersedia untuk tidakhmerangkap jabatan sebagai pejabatknegara 
lainnya, direksi, komisaris, dewanupengawas dan/atau karyawanipada 
Badan UsahauMilik Negara, Badan UsahalMilik Daerah, BadankUsaha 
MilikhDesa, atau badan lainjyang anggarannyaibersumber darikkeuangan 
negara; 
p. menjadijanggotanPartai Politik; 
q. dicalonkankhanya di 1 (satu) lembagakperwakilan; 
r. dicalonkanjhanya oleh 1 (satu) PartaikPolitik; 





t. mengundurkan dirinsebagai anggota DPR, DPRDkProvinsi, ataujDPRD 
Kabupaten/Kotajbagi calon anggotajDPR, DPRD Provinsi atau,DPRD 
Kabupaten/Kota yangmdicalonkan oleh PartaijPolitik yangkberbeda 
dengannPartai Politik yangjdiwakili pada PemilukTerakhir. 
II.3  Definisi Konsepsional 
Upaya Meningkatkan Rekrutmen Politik Guna Terwujudnya Kualitas 
Anggota DPRD adalah usaha yang dilakukan..oleh partai..politik dalam 
menyeleksi atau..mengangkat seseorang atau kelompok untuk mengisi atau 
mewakili sebuah jabatan administrasi politik dalam pemerintahan, karena proses 
rekrutmen politik didalam sebuah partai politiksangat menentukan apakah kader 
atau anggotanya berkualitas atau tidak didalam menduduki jabatannya yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 
Indonesia merupakan negara yang Demokrasi, dimana setiap warga 
negaranya mempunyai hak dalam sebuah keputusan, serta berhak untuk memilih 
dan dipilih atau menjadi perwakilan untuk rakyatnya untuk menjadi anggota 
DPRD, seperti yang kita ketahui DPRD itu sendiri mempunyai fungsi..sebagai 
berikut : 
a) Membentuk peraturan daerah 
b) Fungsi anggaran 
c) Fungsi pengawasan 
Dengan cara masuk kedalam dunia politk atau masuk kedalam sebuah 
partai politik dengan begitu mempunyai kesempatan untuk menjadi perwakilan 






b. Sebagai..sarana sosialisasi..politik. 
c. Sebagai..sarana rekrutmen politik. 
d. Sebagai..sarana pengatur..konflik. 
Sebelum kita masuk kedalam partai politik tentu saja parpol tersebut 
melakukan rekrutmen tau seleksi terlebih dahulu agara mendapatkan anggota atau 
kader yang berkualitas, dengan mempunyai kader atau anggota partai yang 
berkulitas maka anggota atau kader partai tersebut akan mengelola partai dengan 
baik, sehingga dapat menjadi perwakilan yang baik untuk parpol tersebut dan 
rakyatnya. 
II.4 Pokok pokokjPenelitian 
Pokokgpenelitian merupakankruang lingkuphpenelitian yang disusun agar 
penelitianhyang dilakukan tidakjterlalu sempit juga tidakjterlalu luas, 
sehingga proses..penelitian yang..akan dilakukan..sesuai dengan..teori-teori 
yang..ada, dalam penelitian..ini pokok penelitian yang dimaksud adalah : 
1. Upaya Rekrutmen politik partai PDIP, Golkar, PAN dan PPP 
a) Syarat-syarat pencalonan anggota legisltaif 
Merupakan sebuah tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi 
sebelum mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif 
 Berkas..Formulir 
Merupakan..inventaris dari keseluruhan..formulir 
yang..digunakan didalam sebuah organisasi..atau didalam 





 Seleksi Tes 
Merupakan proses untuk memilih karyawan atau  anggota 
organisasi untuk dijadikan karyawan atau anggota organisasi dan 
menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan di organisasi 
tersebut. 
 Wawancara.. 
Merupakan..kegiatan tanya jawab..secara lisan..untuk 
memperoleh..informasi, bentuk informasi yang diperoleh 
dnyatakan dalam..tulisan, atau direkam..secara audio , visual, atau 
audio..visual. 
2. Menghasilkan calon anggota legislatif yang berkualitas 
 Tingkat..Pendidikan 
Merupakan..suatu proses peserta didik dalam meningkatkan 
pendidikan..sesuai jenjang yang akan..ditempuhnya dalam 
melanjutkan..pendidikan..yang ditempuh. 
 Pekerjaan calon anggota legislatif 
Merupakan suatu hubungan yang melibatkan dua pihak 
antar perusahaan dengan pekerja atau karyawan, atau status yang 
dimiliki oleh bakal calon anggota legislatif. 
 Pengalaman berorganisasi 
Merupakan pengalaman..yang didapatkan oleh..seseorang 
ketika ia bergabung dan..berkontribusi didalam sebuah organisasi, 





keaktifannya dalam..sebuah organisasi, seseorang..juga bisa 
mendapatkan berbagai..keuntungan. 
II.5  Alur pikir penelitian 
 Adapun gambaran mengenai “Upaya Meningkatkan Rekrutmen Politik 
Guna Terwujudnya Kualitas Anggota DPRD Kab Brebes Studi Kasus PDIP 

















Peran Partai politik 
















III.1  Jenis Penelitiann  
Jenis penelitian..yang digunakan dalam..penelitian ini..adalah jenis 
penelitian..kualitatif. Menurut prof. Sugiyono (Sugiyono 2018:7-8) mengatakan 
bahwa metode penelitian..kualitatif merupakan metode..baru, karena 
popularitasnya..belum lama, dinamakan..metode postpositivistik karena 
berlandaskan..pada filsafat..postpositivisme. Metode ini..disebut juga..sebagai 
metode..artistik, karena proses..penelitian lebih bersifat..seni (kurang terpola), dan 
disebut..sebagai metode interpertive..karena data dari hasil..penelitian..lebih 
berkenan..dengan interpretasi terhadap..data yang ditemukan..dilapangan. 
Menurut sugiyono, metode penelitian kualitatif..sering juga disebut 
metode..penelitian naturalistik karena..penelitiannya dilakukan..pada kondisi yang 
alamiah..(natural setting). Disebut juga sebagai..metode etnographi, karena..pada 
awalnya metode ini..lebih banyak digunakan..untuk penelitian..bidang antropologi 
budaya; disebut..sebagai metode kualitatif, karena..data yang terkumpul..dan 
analisisnya lebih..bersifa..kualitatif. 
Sementara menurut Bogdan dan..Taylor dalam Moloeng..(Moloeng 
2007:4), “penelitian..kualitatif adalah prosedur..penelitian yang..menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata..tertulis atau lisan dari..orang-orang dan perilaku 
yang diamati..dari fenomena yang..terjadi”. 
Sedangkan menurut Sukmadinata (Sukmadinata 2018:60)..penelitian 






menganalisis..fenomena, peristiwa, aktivitas..sosial, sikap, kepercayaan,..persepsi, 
ppemikiran orang..secara individu maupun..kelompok.  
III.2 TipeuPenelitian 
Secara umum..penelitian diartikan sebagai..cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan..tujuan dan kegunaan..tertentu. Terdapat empat kata..kunci 
yang..perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan..dan kegunaan..tertentu. 
(Prof. Dr. Sugiono 2010 : 3) 
1. TipeuPenelitian 
Sugiono (2015: 35), membedakanipenelitian, tujuan,kpendekatan, 
tingkatheksplanasi, serta analisisjdan jenis datanya. Menurutktingkat 
eksplanasi Sugiono (2015:35) mengelompokankpenelitian menjadi : 
a. Penelitian..Deskriptif merupakan penelitian..yang dilakukan..untuk 
mengetahui nilai..variabel mandiri, baik..satu variabel atau..lebih 
(independen)..tanpa membuat..perbandingan, atau menghubungkan 
antara variabel satu..dengan variabel..lainnya. 
b. Penelitian..Komparatif merpakan suatu penelitian..yang bersifat 
membandingkan. Di sisni variabelnya..masih sama dengan dengan 
penelitian variabel..mandiri tetapi untuk..sampel yang lebih..dari 
satu, atau sdalam waktu yang..berbeda. 
Metode yang..digunakan dalam penelitian..ini dengan 
menggunakan..metode kualitatif deskriptif dimana..penelitian yang 





penelitian..yang akan menghasilkan..data deskriptif berupa..ucapan 
atau tulisan..dan sebagainya yang..mendukung proses..penelitian. 
Dalam penelitian..ini, peneliti menggunakan..metode kualitatif 
karena..permasalahan belum..jelas, bolistic, kompleks,..dinamis, 
dan penuh makna..sehingga tidak mungkin..data pada 
situasi..sosial, selain itu peneliti bermaksud memahami situasi 
sosial secara..mendalam menemukan pola..dan teori. 
Penelitian ini dilakukan pada kesekertariatan DPC Partai PDIP, 
Golkar, PPP dan PAN Kab Brebes. 
III.3Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Menurut Azwar (Azwar 2004:91) yang dimaksud dengan data 
primerhadalah “data yangjdiperoleh secara langsung, seperti hasil 
wawancara dari subjek penelitiandengan mengenakanjalat pengukuran 
atau alatjpengambilan data langsungkpada subjek sebagaijsumber 
informasigyang dicari”. Dalam penelitianhini, peneliti mendapatkan 
data primer dari Ketua atau Kesekertariatan Partai Politik pemenang 
pemilu..di Kabupaten Brebes tahun 2019. 
b. Data..Sekunder 
Menurut..Silalahi (Silalahi 2003:57) yang..dimaksud dengan data 
sekunder..yaitu “data penelitian..yang diperoleh peneliti..secara tidak 
langsung..melalui media perantara..(diperoleh dan..dicatat oleh orang 





historis..yang telah tersusun..dalam arsip yang dipublikasikan dan yang 
tidak dipublikasikan”. Dalam..penelitian ini, peneliti mendapatkan data 
sekunder..melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Brebes atau Badan 
Pengawas Pemilihan..Umum Kabupaten..Brebes selaku penyelenggara 
pemilihan..umum khususnya pemilihan..legislatif di Kabupaten Brebes 
serta tokoh masyarakat Kabupaten Brebes. 
III.4 Informan Penelitian 
Menurut Spradley dalam Sugiyono (Sugiyono 2018:215), dalam penelitian 
kualitatif..tidak menggunakan..istilah populasi tetapi dinamakan..sebagai “social 
situation” atau situasi..sosial terdiri atas tiga..elemen yaitu : tempat (place), pelaku 
(actors), dan..aktivitas (aktivity) yang..berinteraksi secara..sinergis. 
Merujuk pada..keterangan di atas, dalam penelitian..ini tentu yang 
dimaksud..dengan tempat (place) adalah partai..politik pemenang pemilhan umum 
(pemilu) di Kabupaten Brebes tahun 2019, kemudian yang dimaksud dengan 
pelaku (actors) adalah pemimpin partai politik pemenang pemilu yaitu ketua atau 
sekretaris jendral partai, dan yang dimaksud dengan aktivitas (activity) adalah 
pengambilan keputusan dalam menentukan setiap calon anggota DPRD 
Kabupaten Brebes yang akan berkontestasi dalam pemilihan legislatif yang 
ditentukan oleh pemimpin partai politik..tersebut. 
Sehingga dalam..penelitian ini..yang dimaksud dengan informan penelitian 
adalahIbu Hj.Khoriroh selaku sekertaris partai PDI-P, Bapak Andryan Dwi 
Permana Sigit selaku sekertaris Golkar, Bapak Jenal Fudin selaku sekertris PPP 





2019 selaku pemimpin yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan 
atau kebijakanpartainya.  
III.5 Teknik..Pengumpulan..Data 
a. Wawancara..mendalam (in depth interview) 
Menurut Esterberg dalam..Sugiyono (Sugiyono 2018:231) “wawancara 
merupakan..pertemuan duan orang..untuk bertukar informasi..dan ide 
melalui..tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 
suatu topik tertentu”. 
Sedangkan menurut Stainback dalam Sugiyono (Sugiyono 2018:232) 
menjelaskan “dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-
hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 
menginterpretasikan situasi dan fenomena..yang terjadi, dimana..hal 
ini tidak bisa..ditemukan melalui..observasi”. 
b. Studi Dokumen 
Sugiyono (Sugiyono 2018:240) mengemukakan..bahwa “dokumen 
merupakan..catatan peristiwa yang..sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk..tulisan, gambar, atau karya-karya..monumental..dari seseorang. 
Studi..dokumen merupakan pelengkap..dari penggunaan metode observasi..dan 





Langkah terakhir yaitu melakukan penarikan..kesimpulan dan 
verifikasi. Kesimpulan..awal yang dikemukakan..masih bersifat 
sementara, dan akan..berubah bila tidak ditemukan..bukti-bukti 
yang kuat..yang mendukung pada..tahap pengumpulan data 
berikutnya. Sebaliknya bila kesimpulan..tersebut di dukung..oleh 
bukti-bukti..yang valid dan..konsisten saat peneliti kembali ke 
lapangan mengumpulkan...data, maka kesimpulan..tersebut 
merupakan..kesimpulan yang kredibel. 
III.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika berfungsi untuk mempermudah orang lain dapat membaca atau 
mempelajari pembahasan untuk suatu pemaparan, adapun sistematika dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagian..Awal Skripsi 
a. Halaman..Sampul 
b. Halaman..Judul 
c. Pernyataan Penulis 
d. Persetujuan..skripsi 
e. Pengesahan..Skripsi 











2. Bagian..Utama Skripsi 
a. BAB InPendahuluan 
I.1 LatarjBelakang 
I.2 RumusanlMasalah 
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 




II.4 Alur PikirnPenelitian 
c. BAB III Metode Penelitian 
III.1 Jenis Penelitian 
III.2 TipehPenelitian 




d. BAB IV Deskripsi Wilayah Penelitian 
e. BAB V HasilgPenelitian 








Bab ini berisi gambaran tentang keadaan wilayah Kabupaten..Brebes dan 
profil dari PDIP, Golkar, PPP dan PAN. Dalam bab ini diuraikan secara singkat 
tentang Kabupaten Brebes dan pdip, Golkar, PPP dan PAN, khususnya mengenai 
letak geografis, luas daerah dan iklimnya. 
IV.1.  Pemerintah Kabupaten Brebes 
 Ada beberapahpendapatjmengenai asaI - usul nama "Brebes" yang di 
antaranyaberasal dari kata "Bara" dan "Basah", barajberarti hamparanktanah luas 
dan basah berarti banyakhmengandung air. Keduanya cocok dengankkeadaan 
daerah "Brebes" yang merupakanjdataran Iuas yang berair. Karena perkataan..bara 
di ucapkan "bere" sedangkanjbasah di ucapkan "besah" maka untukkmudahnyadi 
ucapkan "Brebes". Dalam BahasajJawa perkataan "Brebes atau mrebes" yang 
berartihtansah metujbanyune yang berarti "Selalu..keluar airnya"... 
Nama "Brebes" muncul..sejak zaman Mataram. jKota ini berderetkdengan 
kota-kotahtepi pantai lainnya seperti.iPekalongan, Pemalang, danmTegal. Brebes 
pada saat ituhmerupakanjbagian dari wilayah KabupatenjTegal. 
Padaktanggal 17 Januarij1678 di Jeparaidiadakan pertemuanoAdipati 
KerajaanhMataram se-Jawa Tengah, termasukkArya Martalaya, AdipatikTegal 
dan Arya Martapura,uAdipati Jepara. Karenajtidakksetuju dengankacara 
penandatangaan naskahjkerjasama antara Amangkurat AdmiraI dengan Belanda 
terutama dalamhmenumpas pemberontakankTrunajaya dengan imbalan tanah-






tersebut. Peristiwauberdarah ini merupakaniawal mula terjadinyalKabupaten 
Brebesdengan Bupatikberwenang. 
Sehari setelahhperistiwa berdarah tersebutjyaitu tanggal 18 Januari 1678, Sri 
Amangkurat II yangjberada di Jepara mengangkatjbeberapa Adipati / Bupati 
sebagai pengaggantijAdipati-adipati yangkgugur. Untuk kabupatenjBrebes di 
jadikan kabupaten..mandiridengan adipati Arya..Suralaya yang merupakan..adik 
dari AryahMartalaya. PengangkatanuArya Suralayaksekaligusktitimangsa 
pemecahan KadipatenhTegal menjadijdua bagian yaitu Timurjtetap disebut 
KadipatenhTegal dan bagianibarat di sebutuKabupatenjBrebes. 
( https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Brebes diakses pada 10 januari 2021) 
IV.1.1 Deskripsi Umum Kabupaten Brebes 
KabupatenhBrebeshmemiliki Iuas wilayah sebesar 166.117 Ha. 
Secarajadministratif, Kabupaten Brebesjberada pada posisi ujungkbarat 
Iaut darijProvinsi Jawa Tengah, berbatasanjdengan Provinsi JawakBarat di 
sebelah barat, Iaut Jawajdi sebelah utara, KotaiTegal dan Kabupaten Tegal 
di sebelahjtimur, KabupatenlBanyumas dan Cilacap disebelah selatan. 











 Gambar 4.1 Peta Administrative Kabupaten Brebes 
 
Peta administrative Kabupaten Brebes (sumber: RPJMD Brebes thn 2016-
2021) 
IV.1.2 Letak DanjKondisi Geografis KabupatennBrebes 
Secara geografis, letakkwilayah KabupatenkBrebes berada pada 
antaran6o 44’-7o 21’ LintangjSelatan dapn antara 108o -  109o 11’ Bujur 
Timurhdengan bentukjmemanjang dari utara keselatan sepanjangn87 km 
dan darijbarat ke timurjsepanjang 50 km dan memilikijgaris panta 
sepanjang 55 km dengan Iuas wilayah Iaut 12 mil laut 1.036,80 km2. ( 
http://eprints.undip.ac.id/75278/3/3._BAB_II.pdf  diakses pada 10 januari 
2021 ) 
VI.1.3 TopografijKabupaten Brebes 
Kondisihtopografi KabupatenBrebes, meliputiidaerah pegunungan 
atau dataranjtinggi yang beradakdi 3 kecamatan, dataranmrendah yang 
beradajdi 9 kecamatan, dan daerahjpesisir/pantai beradakdi 5 kecamatan, 





Iahan di Kabupaten..Brebes bervariasi, meliputi..lahan denga..kemiringan 
0-2º sebesar 43%, Iahan denganjkemiringan 2-15º sebesar 18%, Iahan 
denganhkemiringan 15-40º sebesar 23%, dan lahanjdengankkemiringan 
lebih dari 40º sebesar 15%. Kemiringan Iahan dapatjmenjadikdasar 
pertimbanganhuntuk kesesuaianjpemanfaatan danjfungsi penggunaan 
lahan. (https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2019/11/03/390/topografi-
dan-penggunaan-lahan-bukan-sawah-di-kabupaten-brebes-2017.html 
diakses pada 10 januari 2021) 
IV.1.4 Kondisi Demografi 
a. Pertumbuhanjpenduduk 
Jumlah pendudukhKabupaten Brebes tahun 2015 .menurut 
datahdari BPSjsebanyak 1.781.379 jiwa. Dengan Iuas wilayah 
sebesar 1.663,39 km2,..maka rata-ratakkepadatan penduduk 
diKabupaten Brebes sebesar 1.071,21 jiwakuntuk setiapkkilometer 
persegi (km2). Wilayahkterlapang dikabupaten brebes..adalah 
KecamatanhBrebes, dengan tingkatkkepadatan penduduklsekitar 
4.541,34 jiwa..perkilometer persegi..(km2). Wilayah..terlapang di 
Kabupaten..Brebes adalah..Kecamatan Salem, dengan..tingkat 
kepadatan..penduduk sekitar 389,82 jiwa..perkilometer persegi 
(km2). Dengan demikian dapatdilihat bahwa..persebaran penduduk 
diKabupaten..Brebes belum..merata. 
Jumlah rumahktangga diKabupaten Brebes sebesar 462.950 





KabupatenhBrebes adalah 3,85 jiwa untukhsetiap rumahbtangga. 
Jumlahhpenduduk tertinggi beradahdi Kecamatan Bulakamba yaitu 
168.518 jiwa..( 9,45% dari jumlah..penduduk Kabupaten..Brebes ), 
sedangkan..yang terendah diKecamatan Salem..sebesar 59.288 jiwa 
( 3,32% dari jumlah..penduduk Kabupaten..Brebes ).  
(http://eprints.undip.ac.id/75278/3/3._BAB_II.pdf  diakses pada 12 
juni 2021) 
b. Keadaan Sosial Ekonomi 
1) PDRB ( Produk DomesticjRegional Bruto ) 
Salahgsatu tolak ukurnkeberhasilan pembangunanjdaerah 
dibidanguekonomi yang..dioerlukan untukjevaluasi dan 
perencanaan ekonomi makro, biasanyaidilihat dari 
pertumbuhanhangka PDRB  baik atas dasarhharga konstan 
maupun atashdasar hargajberlaku, PDRB..mempunyai 
kegunaanjsebagai parameter tingkat pertumbuhan ekonomi, 
tingkat kemakmuranjmasyarakat, tingkatjinflasi 
dan..deflasi, struktur perekonomianhserta tingkathproduk 
tenaga kerjahdanhsektor. 
Dari..data BPS, angka PDRB Kab..Brebes pada..tahun 
20015 atas..dasar harga..berlaku Rp. 34.406.120,06 
sedangkan..atas dasar..harga konstan Rp. 26.570.679,49 






2) Pendapatan Per Kapita 
Salah satu parameter tingkathkemakmuranjmasyarakat 
adalah pendapatanhrata-rata..perkapita suatu daerah. 
Pendapatan perkapitahKabupaten Brebes tahun 2014 
sebesar Rp. 12.628.527,09 berdasarkanjharga berlaku,..dan 
Rp. 3.788.884,92 untukhharga konstan...Sedangkan tahun 
2013 tercatatgsebesar Rp. 10.327.000,52 berdasarkan harga 
berlaku,ydan Rp. 3.484.000.52 untuk hargajkonstan. 
3) Mortalitas 
Mortaitasgmerupakan salah satu indikator yang 
mencerminkan..situasi derajat kesehatanhmasyarakat suatu 
daerah.hKejadian kematianhdalam masyarakathdari waktu 
kewaktu dapat menggambarkan status kesehatan 
masyarakat..secara kasar, kondisi atauyingak permasalahan 
kesehatan,..kondisi lingkunganhfisik dan biologic..secara 
tidak..langsung. Selain..itu dapat digunakan sebagai 
indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan 
dan programhkesehatan. 
 
IV.1.5 Visi Misi Kabupaten Brebes 
 Visi Kabupaten..Brebes 
Visi KabupatenyBrebes tahun 2017 – 2022 adalah: 






Misi..Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 adalah: 
1. Meningkatkanhkualitas sumber daya manusia yang 
berakhlakhmulia, cerdas, sehat dan berdayajsaing tinggi 
berbasis pada..nilai-nilai KetuhanannYang Maha Esa 
melalui pendidikanhdan kesehatan. 
2. Meningkatkannkualitas pembangunanjinfrastruktur dan 
pengembanganhwilayahjsesuai rencana tata,,ruang dengan 
memperhatikanhkelestarian sumberjdaya alam, lingkungan 
hidup dan prinsip-prinsipjpembangunganjberkelanjutan. 
3. Meningkatkanhpengembangan pertanian, ekonomi 
kerakyatan dengan memperkuatinovasi daerah dankinvestasi 
untuk mewujudkanjkesejahteraan masyarakatjyang berbasis 
kearifan lokal. 
4. Meningkatkan penyelenggaraanbpemerintah daerahjyang 
profesional, efektif dannefisien serta menciptakankstabilitas 
keamananhdan ketertibanjdaerah. 
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan 
pemberdayaa masyarakat desanmenjadi desa yang maju dan 
mandiri. 
6. Meningkatkannkesetaraan dan keadilan gender serta 







diakses pada 10 januari 2021 ) 
IV.1.6 Kondisi Partai Di Kabupaten Brebes 
Di Kabupaten Brebes terdapat 9 partai yang mendapatkan 
kursi di DPRD yaitu PDIP dengan perolehan kursi sebanyak..19 
kursi, PKB..9 kursi, GOLKAR...7 kursi, GERINDRA..6 kursi, 
PKS..4 kursi, PPP..4 kursi, PAN..3 kursi, DEMOKRAT..3 kursi 
dan HANURA..1 kursi. Kesembilan partai tersebut merupakan 
partai pemenang pemilu yang berhasil mendapatakan kursi atau 
suara di Kabupaten Brebes. 
IV.2  Profil Partai 
IV.2.1 Profil Partai..Amanat..Nasional 
  Sejarah..berdirinya Partai Amanat..Nasional  (PAN) 
tidak lepas dari sosok Amin Rais,..sang lokomotif..gerakan 
reformasi..1998. Pasca keberhasilan..menumbangkan..Orde 
Baru, Amin Rais dan..49 rekan-rekannya yang..tergabung 
dalam..Majelis Amanat..Rakyat (MARA)..merasa perlu 
meneruskan..cita-cita reformasi dengan..mendirikan partai 
politik..baru. 
  Partai Amanat..Nasional (PAN) didirikan..oleh 50 
tokoh..nasional, diantaranya..Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal 
Basri, Ir. M. Hatta Rajasa,..Goenawan Mohammad, Dr. 





Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin 
Lie Ling Piao dan lainnya. Deklarasi pada..tanggal 23 
Agustus 1998 di Istora..Senayan Jakarta,..pendeklarasian 
partai..ini dihadiri ribuan..massa. 
  Pengesahan..pendirian..PAN sendiri berdasarkan 
pengesahan..Depkeh HAM..No. M-20.UM.06.08..tanggal 27 
Agustus 2003. Sebagai..partai yang lahir..dipenghujung era 
orde..baru, PAN pun didirikan..dengan mengusung semangat 
Indonesia baru untuk menggantikan nuansa..pemerintahan 
otoriter yang..kental pada jaman orba. PAN..bertujuan untuk 
menjunjung tinggi..dan menegakan..kedaulatan rakyat, 
keadilan, kemajuan..material dan..spiritual. 
  Cita-cita..partai juga berakar..pada moral..agama, 
kemanusiaan dan kemajemukan, sedangkan..selebihnya 
PAN menganut..prinsip nonsektarian..dan nondiskriminatif. 
Partai ini memiliki azas “Ahlak Politik Berlandaskan Agama 
yang..Membawa Rahmat..bagi Sekalian Alam”. Partai..ini 
pada dasarnya..adalah partai..terbuka, meski sebagian..orang 
menganggap partai orang Muhamadiyah karena sosok 









Struktur,..Komposisi Dan..Personalia Dewan Pimpinan Cabang 
Partai Amanat..Nasional Kab Brebes Masa..Bakti 2019-2024 
sebagai..berikut : 
1 Ketua..  : ZAKI SAFRUDIN 
PRIHATIN 
2 Wakil..Ketua : MUHAMMAD UTSMAN, 
SH 
3 Wakil Ketua : MUHAMAD WALUYO 
4 Sekretaris : AQIB ARDIANSYAH, 
M.Si 
5 Wakil Sekretaris : SURAHMADI, S.Hut 
6 Wakil Sekretaris : MUHAMAD ALFIYAN 
7 Bendahara  : SUWARNO HADI 
SAPUTRA 
8 Wakil Bendahara : MUHAMAD MUSLIH, SE 
9 Wakil Bendahara : H.SOEPRAPTO, SH 
10 Ketua Bid. Pembinaan 
Organisaasi Dan 
Keanggotaan 
: MUHAMAD WALUYO 
11 Sekertaris Bid. Pembinaan 
Organisasi Dan 
Keanggotaan 
: MUHAMAD ALFIYAN 
12 Ketua Bid. Perkaderan : ALI KUSWORO 
13 Sekretaris Bid. Perkaderan : TAHROJI 






15 Sekretaris Bid. 
Pemenangan Pemilu 
: Ir. SUHARJO 
16 Ketua Bid. Hubungan 
Antar Lembaga 
: ABDULATIF, S.Pd.I 
17 Sekretaris Bid. Hubungan 
Antar Lembaga 
: SITI MUALIMAH, S.Pd.I 
18 Ketua Bid. Pemberdayaan 
Masyarakat Petani dan 
Nelayan 
: H.SANAJI MA’SUS 
19 Sekretaris Bid. 
Pemberdayaan Masyarakat 
Petani dan Nelayan 
: RUDI HIDAYAT 
20 Ketua Bid. Pemberdayan, 
Perlindungan Perempuan 
Dan Anak 
: ERIN YULIA SURYANI 




: Hj. IDA MASLAKHA, SH 
22 Ketua Bid.Politik, Hukum 
Dan HAM 
: TOBIDIN, SH.MH 
23 Sekretaris Bid. Politi, 
Hukum Dan HAM 
: MOHAMMAD HARIRI, 
A.Md 
24 Ketua Bid. Agama Dan 
Pembinaan Kerohanian 
: H. ABDUL GOFIR 
25 Sekretaris Bid. Agama Dan 
Pembinaan Kerohanian 
: H.TARMUDI ISA, A.Md. 
RO 
26  Ketua Bid. Komunikasi 
Informasi Publik, Cyber 
Dan Multimedia 
: ADI BASUKI 
27 Sekretaris Bid. 
Komunikasi Informasi 








28 Ketua Bid. Kesehatan : AGUS SETIAWAN, SR 
29 Sekretaris Bid. Kesehatan : KUSWANTORO 
30 Ketua Bid. Pemberdayaan 
Koperasi dan UMKM 
: SLAMET SUTANTO 




Sk nomor: PAN/11/A/Kpts/K-S/127/XI/2017 diakses pada 12 
januari 2021 
Dari..tabel diatas dapat..kita lihat..bahwa pengurus partai yang 
mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi hanya 12 orang dari 31 
oranng,, artinya untuk mendapatkan caleg yang berkualitas partai jga harus 
mempunyai pengurus yang berkualitas pula. 
 Visi..dari partai..yang lahir pasca..jatuhnya rezim..Orde Baru 1998 
adalah “Terwujudnya..PAN..sebagai Partai..Politik Terdepan..Dalam 
Mewujudkan..Masyarakat Madani..Yang Adil dan..Makmur, Pemerintahan 
Yang Baik..dan Bersih didalam Negara..Indonesia yang..Demokratis dan 
Berdaulat,..Serta Diridhoi..Allah SWT, Tuhan..Yang Maha..Esa. 
(https://pan.or.id diakses pada 10 januari 2021 ) 
Sedangkan..misi dari PAN..adalah sebagai..berikut: 





 Mewujudkan..PAN sebagai partai..yang dekat dan membela 
rakyat. 
 Mewujudkan..PAN sebagai partai..yang modernberdasrkan 
sistem..dan..manajemen..yang unggul..serta budaya bangsa 
yang..luhur. 
 Mewujudkan..Indonesia baru..yang demokratis,..makmur, 
maju, mandiri..dan bermartabat. 
 Mewujudkan..tata pemerintahan..Indonesia yang..baik dan 
bersih, yang melindungi..seluruh tumpah..darah..Indonesia 
dan memajukan..kesejahteraan umum, serta..mencerdaskan 
kehidupan..bangsa. 
 Mewujudkan..negara Indonesia yang..bersatu, berdaulat, 
bermartabat,..ikut melaksanakan..ketertiban dunia..yang 
berdasarkan..kemerdekaan, perdamaian..abadi dan keadilan 
sosial, serta dihormati..dalam pergaulan..internasional. 
Tetap dengan..tujuan utamanya..untuk mewujudkan 
kejayaan..bagsa Indonesia,..kini PAN hadir dengan 
ooptimisme dan..tradisi baru. Zulkifli Hasan, ketua..umum 
PAN terpilih..ingin menjadikan PAN..sebagai rumah..besar 
Indonesia dengan..artian bahwa..semua kebijakan..yang 
akan..dilakukan PAN..kedepannya harus..bertujuan demi 





menghapus..kesenjangan antara sikaya dan..simiskin. 
(https://pan.or.id diakses pada 10 januari 2021 ) 
Pada tahun 2004 Partai Amanat Nasional di Kab 
Brebes mendapatkan kursi sebanyak 5 kursi, selanjutnya 
pada tahun 2009 Partai Amanat Nasional mendapatkan kurs 
sebanyak 4 kursi, lalu pada tahun 2014 Partai Amanat 
Nasional berhasil mendapatkan 5 kursi. (sumber : KPU 
Kab Brebes dengan nama file Rekap Data KPU Thn 2004 – 
2019 ) 
Di Partai Amanat Nasional untuk tahun 2019 bakal 
calon legislatif yang mendaftarkan diri sejumlah 41 orang, 
sesuai dengan kebutuhan Partai Amanat Nasional.  
Untuk kantor DPD PAN Kab. Brebes itu sendiri 
terletak di Jl. Hasanudin No.39, Pecolotan, Gandasuli,..Kec. 
Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa..Tengah 52215.  
IV.2.2 Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
   Salah..satu elemen dalam mewujudkan 
penyelenggaraan..partai pelopor yang..ideologis dan..modern 
adalah..terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi 
sesuai..dengan peraturan..perundang-undangan..yang berlaku. 
Hak..masyarakat untuk..memperoleh informasi..menjadi 





penyelenggaraan..pengelolaan partai..kepada publik,..maka 
program..partai terutama..dalam hal pendidikan..politik bagi 
masyarakat..dalam kehidupan..berbangsa dan..bernegara 
semakin..dapat diwujudkan..dan dipertanggung..jawabkan. 
   Hak..setiap orang untuk..memperoleh informasi 
juga relevan..untuk meningkatkan..kualitas pelibatan 
masyarakat tidak..banyak berarti..tanpa jaminan..keterbukaan 
informasi..publik. Berdasarkan..Undang-undang UU No. 14 
Tahun 2008..tentang keterbukaan..publik sebagai..landasan 
hukum yang..mengatur berkaitan baik mengenai..hak dan 
kewajiban..setiap orang untuk memperoleh informai, maupun 
hak dan kewajiban..Badan Publik untuk..menyediakan..dan 
melayani..permintaan Informasi dan..dokumentasi yang 
menjadi..kewenangannya. 
   Sebagai partai politik, PDI Perjuangan berkomitmen 
untuk membuka..akses atas informasi..publik tersebut terbuka 
untuk..masyarakat..luas. PDIP ingin..mewujudkan..sebagai 
partai..pelopor, untuk mewujudkan PDI Perjuangan menjadi 
partai pelopor sesuai Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 4, maka 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus membangun 
dan menyusun konsep..kebijakan dan..program strategi Partai 
yang..dilaksanakan dalam..rangka pembinaan, pengembangan 





 Menata dan menetapkan mekanisme organisasi. 
 Menyusun..kebijakan umum tentang pengembangan 
organisasi sayap..partai dan membangun..afiliasi dengan 
organisasi-organisasi..sektoral, serta melakukan..pembinaan 
dan penguatan..terhadap komunitas-komunitas..juang partai. 
 Menyusun kebijkan umum tenang pengembangan 
organisasi..sayap partai dan membangun..afiliasi dengan 
organisasi-organisasi..sektoral, serta melakukan..pembinaan 
dan penguatan..terhadap komunitas-komunitas..juang partai. 




Struktur,..Komposisi Dan..Personalia Dewan..Pimpinan 
Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab Brebes 
Masa..Bakti 2019-2024 sebagai..berikut : 




: Dr.HILIA AMIN 
3 Wakil.Ketua.Bidang 
Kaderisasi.Dan Ideologi 
: H.IDZA PRIYANTI. SE. 
MH 
4 Wakil Ketua Bidang 
Organsasi 
: M.RIZKY UBEDILAH 
5 Wakil Ketua Bidang 
Pemenangan Pemilu 
: KARSONO. S.Sos 
6 Wakil.Ketua.Bidang 
Komunikasi.politik 
: IMAM SANTOSO 













: LINDA KURNIASARI 
10 Wakil.Ketua.Bidang 
Ekonomi 
: NUR BINTANG 
11 Wakil.Ketua.Bidang 
Buruh, Tani Dan.Nelayan 
: PRAMITA 
WIDYAKUSUMA 
12 Akil Ketua.Bidang 
Perempuan Dan.Anak 
: TRI MURDININGSIH 
13 Wakil.Ketua.Bidang 
Pemuda, Olahraga.Dan 
Komunitas Seni Budaya 
: HERI PASARIBU 
14 Wakil Ketua.Bidang 
Pariwisata.Dan Ekonomi 
Kreatif 
: MAS HADI 
15 Sekretaris : MOH. TOFIK 
16 Wakil Sekretaris Internal : RIFKI RIDHO 
17 Wakil Sekretaris Eksteral : HJ. KHORIROH 
18 Bendahara : SUKIRSO HANDAN 
19 Wakil Bendahara : WARASKAYANTI 
SK Nomor: 25.31/KPTS-DPC/DPP/VII/2019 diakses pada 12 
januari 2021 
Dari tabel..diatas dapat kita lihat..tingkat pendidikan 
pengurus parpol yang tercantum hanya 5 orang, untuk 
menghasilkan bakal caleg yang berkualitas partai juga harus 
mempunyai pengurus atau kader yang berkualitas juga. 
 
Visi..dan Misi PDI..Perjuangan 
Bahwa..sesungguhnya cita-cita..luhur untuk 
membangun dan..mewujudkan Indonesia..yang..merdeka, 





berkeadaban dan..berketuhanan sebagaimana..termaktub 
dalam..pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama 
dari seluruh..rakyat Indonesia. 
Sebagai partai..ideologis berasaskan pancasila 1 juni 
1945, PDI Perjuangan berperan..aktif dalam..usaha-usaha 
untuk..mencapai cita-cit bersama diatas...Untuk itu, PDI 
Perjuangan..bertugs untuk : 
a) Mewujudkan amanat penderitaan rakyat 
sebagaimana..termaktub dalam cita-cita..Negara 
Proklamasi..17 Agustus..1945 
b) Menjaga..dan melaksanakan..Pancasila 1 Juni..1945 
sebagai..dasar dan arah..berbangsa dan..bernegara; 
sebagai..sumber inspirasi..dan harapan bagi..rakyat; 
sebagai norma..pengatur tingkah..laku kebijakan, 
kelembagaan..dan anggota partai; dan..sebagai 
cermin dari..keseluruhan jati diri..partai. 
c) Mengantarkan..Indonesia untuk..berdaulat dalam 
bidang..politik, berdikari..dalam bidang..ekonomi, 
dan berkepribadian..dalam kebudayaan..sebagai 
syarat-syarat..minimum bagi..perwujudan cit-cita 
bersama..bangsa di atas. 
Dalam perjuangan..mewujudkan cita-cita..bersama 





pengorganisasian..dan perjuangan rakyat..untuk mencapai 
kekuasaan..politik dan mempengaruhi..kebijakan..dengan 
cara-cara..damai, demokratis, dan berdasarkan..peraturan 
perundang-undangan yang..berlaku. 
1. Mewujudkan..cita-cita proklamasikemerdekaan 17 Agustus 
1945 sebagaimana..dimaksud dalam..Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara..Republik Indonesia..Tahun 1945; 
2. Membangun..masyarakat Pancasila 1 Juni 1945dalam 
Negara Kesatuan..Republik Indonesia..yang merdeka, 
berdaulat, bersatu,..demokratis, adil..dan makmur; 
3. Mwnghimpun dan membangun kekuatan..politik rakyat; 
4. Memperjuangkan..kepentingan rakyat..di bidang politik, 
ekonomi, sosial..dan budaya secara..demokratis, dan 
berjuang mendapatkan..kekuasaan politik secara 
konstitusional guna..mewujudkan pemerintahan yang 
melindungi segenap..bangsa Indonesia dan..seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan..kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan..bangsa serta ikut..melaksanakan 
ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan..keadilan sosial. Menjadi alat 






5. Mendidik dan mencerdaskan..rakyat agar bertanggung 
jawab menggunakan..hak dan kewajibannya..sebagai warga 
negara; 
6. Menghimpun, merumuskan,..dan memperjuangkan..aspirasi 
rakyat dalam..merumuskan dan menetapkan..kebijakan 
negara; 
7. Menghimpun, membangun..dan menggerakan kekuatan 
rakyat guna..membangu masyarakat pancasila; dan 
8. Melakukan..komunikasi politik dan partisipasi politik 
warga..negara 
(http://pdi.perjuangan.or.id diakses pada 10 januari 2021 ) 
Pada tahun 2004 Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan di Kab Brebes mendapatkan kursi sebanyak 13 
kursi, selanjutnya pada tahun 2009 mendapatkan 13 kursi, 
lalu pada tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan mendapatkan 11 kursi. (sumber : KPU Kab 
Brebes dengan nama file Rekap Data KPU Thn 2004 – 
2019) 
Di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bakal 
untuk pencalegan 2019 bakal calon legislatif yang 
mendaftarkan diri sebanyak kurang lebih 80 orang, 
meskippun PDIP hanya membutuhkan 50 orang untuk 





persyaratan yang diajukan oleh partai menjadikan 30 bakal 
calon legislatif tidak terpilih menjadi calon legislatif. 
Untuk kantor DPD PDI Perjuangan Kab Brebes 
terletak pada Jl. Taman Siswa No.8, Saditan,..Brebes, Kec. 
Brebes,..Kabupaen Brebes, Jawa Tengah 52212     
IV.2.3 Profil Partai..Golkar 
Sejarah..partai Golkar bermula..pada tahun 1964 denganberdirinya 
Sekber..Golkar dimasa..akhir pemerintahan..persiden Soekarno...Sekber 
Golkar..didirikan oleh golongan..militer, khusunya Perwira..Angkatan 
Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun..berpuluh-
puluh organisasi..pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan..dalam 
Sekretariat..Bersama Golongan..Karya (Sekber Golkar). 
Sekber Golkar..didirikan pada tanggal..20 Oktober 1964. Sekber 
Golkar ini lahir..karena rongrongan dari..PKI beserta ormasnyadalam 
kehidupan politi baikdidalam..maupun diluar..Front Nasional yang..makin 
meningkat. Sekbe Golkar ini merupakan..wadah dari..golongan 
fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh 
politik..tertentu. Terpilih..sebagai ketua pertama..Sekber Golkar..adalah 
Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono..sebelum digantikan..Mayor 






Jumlah..anggota Sekber Golkar ini bertambah..dengan pesat, 
karena golongan..fungsional lain..yang menjadi anggota..Sekber Golkar 
dalam Front..Nasional menyadari bahwa..perjuangan dari..organisasi 
fungsional..Sekber Golkar..adalah untuk menegakan..Pancasila dan UUD 
1945. Semula anggotanya..berjumlah 61 organisasi yang..kemudian 
berkembang..hingga menvapai 291 organisasi.  Organisasi-organisasiyang 
terhimpun kedalam..Sekber Golkar ini..kemudian dikelompokan 
berdasarkan kekaryaannya kedalam 7(tujuh) Kelompok Induk Organisasi 
(KINO), yaitu : 
1. Koperasi..Serba Guna Gotong..Royong (KOSGORO) 
2. Sentral..Organisasi Karyawan..Swadiri Indonesia (SOKSI) 
3. Musyawarah..Kekeluargaan..Gotong Royong (MKGR) 
4. Organisasi..Profesi  
5. Ormas..Pertahanan Keamanan(HANKAM) 
6. Gerakan..Karya Rakyat..Indonesia (GAKARI) 
7. Gerakan..Pembangunan 











Struktur,..Komposisi Dan..Personalia Dewan Pimpinan Cabang 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab Brebes Masa 
Bakti 2019-2024 sebagai..berikut : 
1 Ketua : TEGUH WAHID TURMUDI, SH 
2 Ketua Harian : M. ASEP AONALLAH, S.Ag 
3 Sekretaris : TAJUSSAROFI 
4 Wakil Sekertaris Bid. Organisasi : ANDRYAN DWI PERMANSIGIT 
5 Wakil Sekertaris Bid. Kaderisasi 
Dan Keanggotaan  
: YUNI ASTUTI, A.Md 
6 Wakil Sekertaris Bid. 
Pemenangan Pemilu 
: AGUS SETYAWAN 
7 Wakil Sekretaris Bid. Pengabdian 
Masyarakat 
: BENNY PUROMO, SE 
8 Wakil Sekretaris Bid.Hukum Dan 
HAM 
: MUHAMMAD MUZTAHID, SH 
9 Wakil.Sekretaris.Bid. Tani Dan 
Nelayan 
: MUHAMMADAKROM, S.Hum 
10 Wakil.Sekretaris.Bid. Tenaga 
Kerja, Koperasi.Dan UMKM 
: TOHADI 
11 Wakil.Sekretaris Bid.Pemuda, 
Olahraga Dan Seni 
: YOKHNO PANJI SURONO 
12 Wakil.Sekretaris Bid.Pendidikan 
Dan.Cendikiawan 
: ARIFIYAH TSALATSATI AM. 
M.Si 
13 Wakil Sekretaris Bid. 
Pemberdayaan Perempuan 
: ASTRI ISTANIA, A.Md. Par 
14 Wakil Sekretaris Bid. Kerohanian : MUTMAINAH 
15 Wakil Sekretaris Bid. 
Komunikasi, Media Dan 
Pengalangan Opoi 
: ACHMAS HUSNI S.Kom 
16 Bendahara : ACHMAD MAFRUKHI, SE 
17 Wakil Bendahara : IDA IRFATUL ADHA, SP 
18 Wakil Bendahara : MOCH. TAUFIK HMAWAN, SH 





20 Wakil Bendahara : NURLELA 
SK Nomor :Kep-18/P.Golkar/BBS/XII/2016 diakses pada 
12 januari 2021 
Dari..tabel diatas dapat kita..lihat bahwa tingkat..pendidikan 
pengurus partai Golkar cukup..baik, karena dari 20 pengurus yang 
tercantum 12 orang merupakan lulusan sarjana. 
Visi Partai Golkar 
Terwujudnya..Masyarakat Indonesia..yang bersatu, berdaulat, 
maju, modern,..damai,..adil, makmur, beriman, dan..berakhlak mulia, 
berkesadaran hukum..dan lingkungan, menguasai..ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dan bermartaba..dalam pergaulan..dunia. 
Misi..Partai..GOLKAR 
1. Menegaskan,..mengamankan dan mempertahankan Pancasiloa sebagai 
dasar..negara dan ideologi..bangsa demi memperkokoh..Negara 
Kesatuan..Republik..Indonesia. 
2. Mewujudkan..cit-cita proklamasi..melalui pelaksanaan..pembangunan 
nasional..disegala bidang untuk merealisasikan masyarakat..yang 
demokratis..dan berdaulat, sejahtera dsan..makmur, menegakan 
supremasi..hukum dan menghormati..hak azasi manusia, serta 
terwujudnya ketertiban..dan perdamain..dunia. 
3. Mewujudkan..pemerintahan yang..efektif dengan tata..pemerintahan 





( https://www.golkar.or.id/ diakses pada 10 januari 2021 ) 
Pada tahun..2004 Partai..Golkar di Kab Brebes mendapatkan..kursi 
sebanyak 7..kursi, selanjutnya..pada tahun 2009 Partai Golkar 
mendapatkan 7 kursi, lalu pada tahun 2014..Partai..Golkar 
mendapatkan 7..kursi. ( sumber : KPU Kab Brebes dengan nama file 
Rekap Data KPU Thn 2004 – 2019 ) 
Di Partai Golkar untuk tahun 2019 bakal calon yang mendaftarkan 
diri sejumlah 60 orang, meskipun Golar hanya membutuhkan 50 orang 
untuk dicalonkan menjadi caleg, adanya tes seleksi serta persyaratan 
yang diajukan oleh partai menjadikan 10 orang bakal calon legislatif 
tidak terpilih menjadi calon legislatif.  
Untuk kantor DPD Partai Golkar terletak pada Jl.Yos Sudarso, 
Pangembon,..Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten..Brebes, Jawa..Tengah 
52212. 
IV.2.4 Profil PPP 
Sejarah PPP 
Partai Persatuan Pembangnan merupakan partai islam tertua di 
Indonesia, partai ini dideklarasikan pada tanggal 5 januari 1973 bertepatan 
dengan 13 Dzulqo,dah..1392 H. Partai..ini juga merupakan gabungan dari 
dari beberapa partai islam pada masa orde baru yaitu Nahdlatul..Ulama 
(NU),..Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia 





Adapun 5 tokoh deklarator PPP yang mendeklarasikan  PPP 
perwakilan fusi atau gabugan ke empat partai diantaranya DR.KH. Idham 
Chalid yang merupakan ketua umum PBNU, H.M. Syafaat Mintaredja S.H 
yang merupakan ketua umumuParmusi, H. AnwarnTjokroaminoto..yang 
merupakan ketua..umumjPSII, dan H...RusliuHalil yang merupakan ketua 
umumhPerti,  serta yang terakhir KH. Masykur yang merupakan tokoh 
NU. 
Sebagai partai yang berasaskan islam dengan lambang ka,bah, PPP 
tetapgberkomitmen untukhmendukung keutuhanhNKRI berdasarkan 
Pancasilagdan UUD 1945. Ketua..umum DPP..PPP yang pertama yaitu H. 
Mohammad..Syafaat Mintaredja..S.H dengan masa jabatan yang 
berlangsung sejak..tanggal 5..Januari 1973 hingga tahun..1978, ketua 
umum PPP..yang keduahadalah H.jJailani..Naro S.H yang..menjabat 
selama duahperiode dari tahunh1978 hingga tahun 1989, ketua umum PPP 
yanggketiga adalah H.Ismail..HasanhMetareum S.H yang terpilih..dalam 
muktamar..ke II tahun..1989 dan kembali terpilih..dalam muktamar III 
pada tahunj1994. 
Sedangkan ketuahumum PPPyyang keempatjadalah DR. 
H.HamzahnHaz yang terpilih dalamhmuktamar ke IV pada tahun 1998 dan 
juga terpilih kembali pada muktamar..V tahun..2003, ketua umum PPP 
kelima adalah DR. H.Suryadarma Aliyang terpilih dalam..muktamar ke VI 





keenam adalah IR. H.M.Romahurmuziy yang..terpilih pada..muktamar ke 
VIII dan memimpin hingga tahun 2019. 
Kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh pelaksana tugas ketua 
umum Ir. H. Suharso Monoarfa melalui hasil Mukernas ke III yang 
bertempat di Bogor Jawa Barat, tercatat sejak pemilu 1977 hingga pemilu 
2019, PPP telah mengikuti 10 kali pemilu dengan hasil yang fluktuatif, 
sebagai partai yang memiliki sejarah yang paling panjang PPP akan terus 
memperjuangkan kepentingan umat islam serta nilai-nilai keislaman agar 
dapat terintegrasi dalam Legislasi dan masuk dalam kebijakan 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( https://ppp.or.id 
diakses pada 10 januari 2021 ) 
Tabel IV.4 
Struktur, Komposisi Dan Personalia..Dewan..Pimpinan Cabang 
Partai Persatuan..Pembangunan Kab Brebes Masa..Bakti 2016-
2021..sebagai berikut : 
1 Ketua : IMAM MATURIDI, S.Pd 
2 Wakil.Ketua Bidang 
Organisasi,.Keanggotaan 
Dan.Kaderisasi 
: H. MASRIF AKHSAN 
3 Wakil.Ketua Bidang 
Pemenangan Pemilu 
: H. MT. ABDUL AZIZ 
4 Wakil Ketua Bidang Agama 
Dan Da’wah 
: H. IMAM SAIRI, S.Pd.I 
5 Wakil.Ketua Bidang 
Pengelolaan.Zakat, Infaq, 
Shodaqoh.Dan Wakaf 
: SITI ASFIJAH, S.Pd.I 
6 Wakil Ketua Bidang 
Hubungan Antar Lembaga 





7 Wakil Keta Bidang 
Advokasi, Hukum Dan 
HAM 
: AJIE FAJAR ISLAM 
ARDIAN, SH 
8 Wakil Ketua Bidang 
Teknologi Dan Informatika 
: YUNIAR SYAMSUL 
HUDHA, SE 
9 Wakl Ketua Bidang 
KomunikasiDan Hubungan 
Media 
: ETTYNURHIDAYATI, S.Pd 
10 Wakil Ketua Bidang 
Pembinaan Koperasi Dan 
Kewirausahaan 
: TARTO SYARIFUDIN 
11 Wakil.Ketua Bidang 
Pendidikan.Dan kebudayaan 
: Hj. SITI BAROROH, SE 
12 Wakil.Ketua.Bidang 
Pemberdayaan.Perempuan 
Dan Perlindungan Anak 
: RIYANTI, S.Pd.I 
13 Sekretaris : H.ACHMADKHUMAEDI 
14 Wakil Sekretars Bid. 
Organisasi, Keangotaan Dan 
Kaderisasi 
: JAENAL FUDIN, S.Ag 
15 Wakil Sekretaris Bid. 
Pemenangan Pemilu 
: H.MOH ZAMRONI, SE 
16 Wakil Sekretaris Bid. 
Agama Dan Da’wah 
: ROBIATUL ADAWIYAH, 
S.Pd.I 
17 Wkil Sekretaris Bid. 
Pengelolaan Zakat, Infaq, 
ShodaqohDan Wakaf 
: SALKHA 
18 Wakil.Sekretaris Bid. 
Hubungan Antar.Lembaga 
: KUSMANTORO, SH. MH 
19 Wakil.Sekretaris Bid. 
Advokasi Hukum Dan HAM 
: SUDARSO 
20 Wakil Sekretaris Bid. 
Teknologi Dan Informasi 
: NANI DIANA, S.Sos 
21 Wakil.Sekretaris Bid. 
Komunikasi Dan.Hubungan 
Media 
: KAMALI BUDIONO 
22 Wakil.Sekretris Bid. 






24 Wakil.Sekretaris Bid. 
Pemberdayaan.Perempuan 
Dan Perlindungan.Anak 
: ALIFAH, S.Pd.I 





26 Wakil Bendahara : HESI 
MAHMUDADENSYAH 
27 Wakil Bendahara : KHAERUDIN 
SK Nomor : 169.43/SK/DPW/K/XI/2016 diakses pada 12 januari 2021 
 
Dari tabel..diatas dapat kita..lihat bahwa tingkat..pendidikan dari 
pengurus partai cukup baik, hanya saha antara pendidikan pengurus 
dengan jabatan yang diduduki tidak sinkron. 
Visi..PPP 
Berdasarkan..sejarah perjuangan..dan jatidiri diatas, maka..visi PPP 
adalah “Terwujudnya..masyarakat..yang bertakwa kepada..Allah SWT dan 
negara..Indonesia yang..adil, makmur,..sejahtera, bermoral,..demokratis, 
tegaknya..supremasi hukum,..penghormatan terhadap..Hak Asasi..Manusia 
(HAM),..serta menjunjung..tinggi harkat-martabat..kemanusiaan dan 
keadilan sosial..yang berlandaskan..kepada nilai-nilai..keislaman”   
Dibidang agama,..platform PPP..menegaskan..tentang : perlunya 
penataan..kehidupan masyarakat..yang islmi..dan berakhlaqul..karimah 
dengan prinsip amar makruf nahi munkar; pentingnya peran agama (islam) 
sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; 
Paradigma..hubungan antara..islam dan negara..yang bersifat..simbiotik, 
sinergis serta..saling membutuhkan..dan memelihara, yang berpegang pada 
prinsip harmoni..antara universalitas..Islam dan lokalitas..Keindonesiaan, 





Sementara..itu dibidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan..demokrasi diIndonesia,..terutama pada..aspek 
penguatan..kelembagaan, mekanisme..dan budaya politik..yang demokratis 
dan berakhlaqul..karimah. PPP menjunjung..tinggi Hak Asasi..Manusia 
(HAM), mnghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, 
terwujudnya..good and..clean goverment, dan upaya..mempertahankan 
kedaulatan..Negara Kesatuan..Republik Indonesia (NKRI) yang 
berdasarkan..Pancasila dan UUD 1945. 
Platform..ekonomi PPP..mempertegas keberpihakannya..pada konsep 
dan sisitem..ekonomi..kerakyatan, terwujudnya..keadilan ekonomi, 
penyediaan..lapangan kerja, pengentasan..kemiskinan, penguasaan..negara 
terhadap..cabang-cabang ekonomi yang menguasai..hidup orang..banyak, 
maksimalisasi..peran BUMN..dan..BUMD, dan mendorong..peningkatan 
keswadayaan nasional (unit usaha..keluarga/individual,..usaha swasta, 
badan usaha..negara dan..koperasi) demi..terwujudnya..kemandiriann 
ekonomi..masyarakat dan..bangsa..Indonesia. 
PPP..berkomitmen..pada upaya..tegaknya supremasi..hukum, 
penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi 
berkonstitusi, pemberantasan..korupsi, kolusi dan..nepotisme,..pembaruan 
hukum..nasional, terciptnya..tertib sipil dan..rasa aman..masyarakat, 
penguatan institusi..dan instrumen penegakhhukum PPP berjuangjdemi 
terwujudnyahkehidupan sosial yanghreligius dan bermoral,..toleran dan 





mandiri, menghilangkangbudaya kekerasan, terpenuhinyahrasa aman 
masyaraka, mencegahhsegala macamhupaya merjinalisasi danhkolonisasi 
budaya lokal baik atas namahagamahmaupun modernitasndan 
pembangunan, 
Mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran 
etika, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya 
tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang 
didalamnyagdijiwai oleh nilai-nilaijkeagamaan. 
PPPhberkomitmengpada terwujudnyahmanusia Indonesiahyang 
berkualitas yanghmempunyai pengetahuanhketrampilan yang memadai 
serta kualitas kesehatan yang baik Programjpembangunan kesejahteraan 
hendaknyagdiarahkan pada peningkatanhkualitas sarana danhprasarana 
pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang 
adil dan merata serta menjangkauhseluruh lapisanhmasyarakat. 
PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik 
tolak pembangunan kesejahteraan, yanghdarinya diharapkanjlahir manusia 
Indonesia yang cerdas,htrampil,..mandiri dan berdaya saing tinggi. Visi 
politik luarhnegeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik 
luar negeri yang bebas dan aktif,hdalam arti bahwajIndonesia..ikut aktif 
memajukanhperdamaian dunia dankmenentang segala bentukjpenjajahan, 
menolak ketergantungan terhadapjpihak luar maupunmyang dapat 





Republik Indonesiahdengan negara-negarajlain atas dasarjsaling 
menghormati dan kerjsama..menuju terwujudnya perdamai dunia yang 
adil, beradab danndengan prinsiphkeseimbangan. 
MisihPPP (Khidmat Perjuangan) 
1. PPP berkhidmatuntuk berjuang dalam mewujudkan danjmembina 
manusia dan masyarakathyang beriman dan..bertaqwa kepada Allah 
SWT, meningkatkanhmutu kehidupanjberagama,hmengembangkan 
ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim).jDengan 
demikian PPP .mencegah berkembangnyanfaham-fahamhatheisme, 
komunisme/marxisme/leninisme, serta sekuIarisme, dan 
pendangkalanhagama dalamhkehidupan bangsajIndonesia. 
2. PPP berkhidmatnuntuk memperjuangkanhhak-hak asasihmanusia 
dan kewajiban..dasar manusia sesua..harkat dan martabatnya dengan 
memperhatikanhnilai-nilai agamahterutama nilai-nilaijajaran islam, 
denganhmengembangkanukhuwah basyariyahh(persaudaraan sesama 
manusia).hDengan demikianhPPP mencegah danjmenentang 
berkembangnyahneo-feodalisme, faham-fahamjyang melecehkan 
martabat..manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi,..dan budaya 
kekerasan. 
3. PPPnberkhidmat untuklberjuang memeliharahrasa aman, 
memperthankan danjmemperkukuh persatuan danjkesatuan bangsa 
dengan mengembangkangukhuwah wathaniyahh(persaudaraan 





disintegrasi, perpecahan dan..konflik sosial yanghmembahayakan 
keutuhan bangsa..Indonesia yangber-bhineka tungal..ika. 
4. PPPnberkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan 
kehidupanhpolitik yang mencerminkanhdemokrasi danjkedaulatan 
rakyat yanghsejati dengan prinsipjmusyawarah untuknmencapai 
mufakat. Denganhdemikian PPP mencegahhdan menentanghsetiap 
bentuk..otoritaranisme, fasisme,..kediktatoran, hegemoni, serta 
kesewenang-wenangan yanghmendzalimi rakyat. 
5. PPP berkhidmat untukjmemperjuangkan berbagaigupaya dalam 
rangka mewujudkanhmasyarakat adiI dan makmurhyang diridlai 
oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun warabbun ghofur. Dengan 
demikian PPP mencegahhberbagai bentuk kesenjanganjsosial, 
kesenjangan ekonomi,..kesenjangan budaya, polankehidupan yang 
konsumeristis, materialistis, permisif,..dan hedonistisjditengah-
tengah kehidupan rakyat banyak yang..masih hidup dibawah..garis 
kemiskinan. 
( https://ppp.or.id diakses pada 10 januari 2021 ) 
Pada tahun..2004 Partai Persatuan Pembangunan di Kab Brebes 
mendapatkan kursi sebanyak 6 kursi, selanjutnya pada tahun 2009 
PPP mendapatkan 4 kursi, lalu pada tahun 2014PPP mendapatkan..3 
kursi. ( sumber : KPU Kab Brebes dengan nama file Rekap Data 





Di Partai Persatuan Pembangunan bakal..calon Iegislatif..yang 
mendaftarkan..diri sejumlah 47 orang, artinya yang..mendaftarkan 
diri..menjadi bakal..calon..legislatif untuk Partai Persatuan 
Pembangunan ssesuai dengan kebutuhan yang dibuthkan oleh Partai 
Persatuan Pembangunan. 
Untuk kantor DPP PPP terletak di Jl. Taman Siswa No.8, Saditan, 



















Penelitian inijmerupakan penelitianhdeskriptif kualitatifjyang berjudul 
“Upaya Rekruitmen Partai Politik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas 
Bakal Calon..Legislatif Dalam Pemilu Tahun..2019 Di Kabupaten Brebes”. 
Pemilihan..informan tidak pada besaran tetapi kedalaman..informasi yang 
didapatkan dengangmemilih orang-oranggyang mengetahuijbagaimana 
permasalahangyang ada dalamgpenelitian, hal inigagar tingkatjkepercayaan 
dan validitas dari penelitianhini memiliki kepercayaan bagihpembaca. 
Tujuan.gdilakukannya penelitiangini adalah untukhmengetahui bagaimana 
kualitas bakal calon legislatif dari partai yang memiliki suara terbanyak, 
sedang dan suara terendah. Berikut merupakan data perolehan suara sah DPR 
Kab Brebes : 
Tabel V.I 
Data Perolehan Suara Sah DPR Kab Brebes 
Kecamatan Jumlah 
Salem 37.550 



















(Sumber data KPU Brebes dengan nama file 
model_DB1_DPR_41165_BREBES_DAPIL_JAWA_TENGAH_IX_pdf  ) 
Berikut merupakan perolehan kursi serta jumlah suara dari ke empat partai 
yang sedang diteliti : 
Tabel V.2 
Perolehan Kursi PDIP, GOLKAR, PPP Dan PAN pada thn 2019 
Nama Partai Jumlah Kursi Jumlah Suara Prosentse 
PDIP 13 27.053.961 19.33 % 
GOLKAR 7 17.227.789 12,31% 
PPP 4 6.323.147 4.52% 
PAN 3 9.572.623 6.84% 
( Sumber data KPU Kab Brebes dengan nama file Rekap Data KPU Thn 2004 – 
2009 ) 
Maka dengan adaya penelitian ini untuk mencapaii tujuan penelitian diatas 
yaitu untuk mengetahui bagaimana kualitas bakal calon legislatif maka 
dilakukan rekruitmen bakal calegg sesuai dengan mekanisme rekruitmen 
seperti mengadakan tes seleksi, baik dengan wawancara maupun tes seleksi 
lainnya serta adanya syarat-syarat pencalonan yang diadakan dari masing-
masing partai politik. 
Untuk menganalisa hasil penelitian “Upaya Rekruitmen Partai Politik 
Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 





didapatkan melalui data dari masing-masing partai politik serta peneliti juga 
memilih informan yang mengetahui bagaimana permasalahan didalam 
penelitian ini. 
 Pokok-pokok penelitian mengenai upaya partai politik dalam rangka 
meningkatkan kualitas bakal calon anggota legislatif dapat dilihat dengan 
mekanisme rekruitmen bakal calon legislatif yang dapat dilihat dengan 
adanya tes seleksi serta persyaratan-persyaratan yang diadakan oleh  masing-
masing partai politik 
 
Tabel V.3 
Persyaratan-persyaratan bakal calon legislatif 
Nama Partai Rekruitmen Bakal Calon 
PAN Sesuai dengan PPKPU 
PDIP Sesuai dengan PPKPU dan Internal 
Partai 
P.GOLKAR Sesuai dengan PPKPU 
PPP Sesuai dengan PPKPU 
.( sumber : masing-masing partai politik diakses pada 7 juni 2021 ) 
Dari keempat partai cara untuk merekruit bakal calon legislatif sesuai 
dengan PPKPU No 20 Thn 2018, terkecuali untuk PDIP ada persyaratan 
tambahan dari internal partai. 







Penjadwalan dimasing-masing partai 





( sumber : masing-masing parpol  diakses pada 10 januari 2021 ) 
Sebelum partai melaksanakan pendaftaran bakal calon legislatif parpol 
terlebih dahulu membuat penjadwalan untuk mengadakan rapat pleno terlebih 
dahulu 
Untuk menghasilkan calon legislatif yang berkualitas partai politik juga 
melihat dari indikator kualitas yaitu dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan 
bakal calon anggota legislatif dan pengalaman organisasi yang diikuti oleh 
setiap bakal calon anggota legislatif, berikut merupakan upaya parpol untuk 
menhghasilkan caleg yang berkualitas  sebagai berikut: 
 Upaya untuk menghasilkan kualitas bakal calon anggota legislatif 
dilihat berdasarkan tingkat pendidikan calon anggota legslatif. 
Tingkat penidikan merupakan suatu proses peserta didik 
dalam meningkatkan pendidikan sesuai jenjangyang ditempuhnya 
dalam melanjutkan pendidikanyang ditempuh. Dalam hal ini dapat 







Tabel Mengenai Tingkat Pendidikan Partai Amanat Nasional 
Jenjang Jumlah Prosentase 
SMP - - 
SLTA/Sederajat 25 60,9 % 
D3 1 2,4 % 
S1 14 34,1 % 
S2 1 2,4 % 
( Sumber PAN dengan nama  file bb2 Dapil 1 – 6 caleg PAN ) 
Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase pendidikan calon anggota 
legislatif, yang mencalonkan diri sebagai legislatif sejumlah 41 calon anggota 
legislatif  menjelaskan bahwa kebanyakan bakaI calon anggota legislatif dari 
Partai Amanat Nasional merupakan lulusan dari SLTA Sederajat dengan 
prosentase sebanyak 60,9 %, selanjutnya lulusan S1 dengan prosentase 
sebanyak 34,1 %, kemudian untuk D3 dan S2 mempunyai prosentase yang 
sama sebanyak 2,4 %. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas calon anggota legislatif dari 
Partai Amanat Nasional mayoritas berpendidikan SLTA/Sederajat atau bisa 
dikatakan setengah dari caleg berpendidikan SLTA/Sederajat, sedangkan 









Tabel Mengenai Tingkat Pendidikan Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan 
Jenjang Jumlah Prosentase 
SMP - - 
SLTA/Sederajat 31 62 % 
D3 4 8 % 
S1 12 24 % 
S2 2 4 % 
S3 1 2 % 
( Sumber PDIP dengan nama file pdf caleg PDI Perjuangan ) 
Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase pendidikan caIon anggota 
legislatif dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan, total caIon anggota 
Iegislatif sejumlah 50 orang dengan prosentase 62% merupakan lulusan 
SLTA/Sederajat, 8% merupakan lulusan D3, 24% merupakan lulusan S1, 4% 
merupakan lulusan S2 dan 2% merupakan lulusan S3. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas caIon anggota legisIatif dari 
PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan merupakan lulusan SLTA/Sederajat, 










Tabel Mengenai Tingkat Pendidikan Partai Golkar 
Jenjang Jumlah Prosentase 
SMP - - 
SLTA/Sederajat 21 42 % 
D3 3 6 % 
S1 21 42 % 
S2 5 10 % 
( sumber P.Golkar dengan nama  file bb2 Golkar ) 
Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase pendidikan caIon anggota 
legislatif dari Partai GoIkar, total calon anggota legislatif sejumlah 50 orang 
dengan prosentase 42% merupakan lulusan SLTA/Sederajat, 6% merupakan 
lulusan D3, 42% merupakan lulusan S1 dan 10% merupakan lulusan S2. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas calon anggota legislatif dari 
Partai Golkar merupakan lulusan sarjana yang berjumlah 58%, sedangkan 
untuk lulusan SLTA/Sederajat hanya 42%. 
Tabel V.8 
Tabel Mengenai Tingkat Pendidikan Partai Persatuan 
Pembangunan 
Jenjang Jumlah Prosentse 
SMP - - 





D3 - - 
S1 19 40,4 % 
S2 - - 
( Sumber PPP dengan nama file bb2 caleg PPP ) 
Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase pendidikan calon anggota 
legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan, total caIon anggota legislatif 
PartaiPersatuan Pembangunan sejumlah 47 orang dengan prosentase 59,5% 
merupakan lulusan SLTA/Sederajat sedangkan 40,4% merupakan lulusan S1. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas calon anggota Iegislatif dari 
PartaiPersatuan Pembangunan merupakan lulusan SLTA/Sederajat. 
 Upaya meningkatkan kualitas bakal caIon anggota legislatif dilhat 
berdasarkan pekerjaan caIon anggota legislatif 
Pekerjaan calon anggota legisIatif yaitu suatu hubungan yang 
melibatkan dua pihak antar perusahaan dengan pekerja atau karyawan, 
atau status yang dimiliki oleh bakal calon anggota legislatif. Dalam hal 
ini dapat dikelompokan didalam tabel sebagai berikut: 
Tabel V.9 
Tabel mengenai pekerjaan bakal calon nggota legislatif Partai Amanat 
Nasional 
Pekerjaan Jumlah Prosentase 





Irt 4 9,7 % 
Guru 4 9,7 % 
Anggota DPRD tahun 2014-2019 4 9,7 % 
Lain-lain 8 19,5 % 
( Sumber PAN  dengan nama file bb2 Dapil 1-6 caleg PAN ) 
Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase mengenai pekerjaan calon 
anggota legislatif Partai Amanat Nasional, total caIon anggota legisIatif 
sejumlah 41 orang dengan prosentase 51,2% merupakan seorang Wiraswasta, 
9,7% merupakan seorang Ibu Rumah Tangga atau IRT, 9,7% merupakan 
seorang Guru, 9,7% merupakan seorang anggota DPRD periode 2014-2019 
dan 19,5% merupakan seseorang yang mempunyai pekerjaan yang tidak 
disebutkan sebelumnya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan calon anggota 
legislaif dari Partai Amanat Nasional merupakan seorang wiraswasta. 
Tabel V.10 
Tabel mengenai pekerjaan bakal calon anggota legislatif dari Partai  
Demokrasi Indonesia Perjuangan, 
Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase 
Wiraswasta 32 64 % 
Irt 3 6 % 





Anggota DPRD 2014-2019 9 18 % 
Lain-lain 4 8 % 
( Sumber PDIP dengan nama file pdf caleg PDI Perjuangan ) 
Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase mengenai pekerjaan calon 
anggota legislatif dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan, total calon 
anggota legislatif sejumlah 50 orang dengan prosentase 64% merupakan 
seorang Wiraswasta, 6% merupakan seorang Ibu Rumah Tangga atau IRT, 
4% merupakan seorang Guru, 18% merupakan seorang Anggota DPRD 
2014-2019 dan 8% merupakan seseorang yang tdak disebutkan sebelumnya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan calon anggota 
legisatif dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan mayoritas seorang 
wiraswasta, selain itu banyak juga anggota DPRD 2014-2019 yang 
mencalonkan diri lagi kedalam pemilihan anggota legislatif, artinya banyak 
juga calon yang sudah berpengalaman dan mengetahui mengenai legislatif. 
Tabel V.11 
Tabel mengenai pekerjaan bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar 
Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase 
Wiraswasta 27 54 % 
Irt 5 10 % 
Guru 7 14% 





Lain-lain 7 14 % 
(Sumber P.Golkar dengan nama file bb2 caleg Golkar )  
Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase  pekerjaan mengenai calon 
anggota Iegislatif PartaiGolkar, total calon anggota legislatif sejumlah 50 
orang dengan prosentase 54% merupakan seorang Wiraswasta, 10% 
merupakan seorang Ibu Rumah Tangga atau IRT, 14% merupakan seorang 
Guru, 8% merupakan seorang Anggota DPRD 2014-2019 dan 14% 
merupakan seorang yang mempunyai pekerjaan yang tidak disebutkan 
sebelumnya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan calon anggota 
legislatif dari Partai GoIkar merupakan seorang wiraswasta, selain itu 
banyak juga yang berprofesi sebagai seorang tenaga pendidik atau seorang 
Guru. 
Tabel V.12 
Tabel mengenai pekerjaan bakal calon anggota legislatif dari Partai 
Persatuan Pembangunan 
Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentae 
Wirawasta 29 61,7 % 
Irt 4 8,5 % 
Guru 8 17 % 
Anggota DPRD2014-2019 - - 
Lain-lain 6 12,7 % 





Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase mengenai pekerjaan calon 
anggota legislatif dari PartaiPersatuan Pembangunan, total caIon anggota 
legislatif sejumlah 47 orang dengan prosentase 61% merupakan seorang 
Wiraswasta, 8,5% merupakan seorang Ibu Rumah Tangga atau IRT, 17% 
merupakan seorang Guru dan 12% merupakan seseorang yang pekerjaannya 
tidak disebutkan sebelumya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan calon 
anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan merupakan seorang 
wiraswasta, selain itu juga merupakan tenaga pendidik atau seorang Guru. 
 Upaya meningkatkan kualitas calon anggota legislatif dilihat berdasarkan 
pengalaman ber Organisasi. 
Pengalaman organisasi yatu pengalaman yang didapatkan oleh 
seseorang ketika iabergabung dan berkontribusi didalam sebuah 
organisasi, selain ia bisa memberikan manfaat pada orang banyak dengan 
keaktifannya dalam sebuah organsasi, seseorang juga bisa mendapat 




Tabel mengenai pengalaman organisasi caleg dari Partai Amanat 
Nasional 
Jenis Organisasi Jumlah Prosentase 





- - - 
- - - 
( Sumber PAN dengan nama file Dapil 1-6 caleg PAN ) 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari partai sendiri 
tidak mewajibkan untuk setiap bacaleg atau caleg mengikuti orgaisasi 
atau wajib mempunyai pengalaman berorganisasi, caleg hanya 
diwajibkan atau secara tidak langsung masuk menjadi bagian dari partai 
tersebut dan langsung mendapatkan KTA atau Kartu Tanda Anggota 
Partai.  
Jadi prosentase pengalaman organisasi  bacaleg dari Partai Amanat 
Nasional 100%  hanya ikut organisasi Partai Amanat Nasional itu sendiri 
atau hanya ikut menjadi anggota DPD PAN Kab Brebes. 
Tabel V.14 
Tabel mengenai pengalaman organisasi caleg dari Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Jenis Organisasi Jumlah Prosentase 
DPD PDIP Kab Brebes 50 100% 
- - - 
- - - 





Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari partai sendiri 
tidak mewajibkan untuk setiap bacaleg atau caleg mengikuti orgaisasi 
atau wajib mempunyai pengalaman berorganisasi, caleg hanya 
diwajibkan atau secara tidak langsung masuk menjadi bagian dari partai 
tersebut dan langsung mendapatkan KTA atau Kartu Tanda Anggota 
Partai.  
Jadi prosentse pengalaman organisasi  bacaleg dari Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan 100%  hanya ikut organisasi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri atau hanya ikut menjadi 
anggota DPD PDIP Kab Brebes. 
Tabel V.15 
Tabel mengenai pengalaman organisasi dari Partai Golkar 
Pengalaman Organisasi Jumlah Prosentase 
DPD Golkar Kab Brebes 50 100% 
- - - 
- - - 
( Sumber P.Golkar dengan nama file bb2 caleg Golkar ) 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari partai sendiri 
tidak mewajibkan untuk setiap bacaleg atau caleg mengikuti orgaisasi 
atau wajib mempunyai pengalaman berorganisasi, caleg hanya 





tersebut dan langsung mendapatkan KTA atau Kartu Tanda Anggota 
Partai.  
JadI prosentse pengalaman organisasi  bacaleg dari Partai Golkar 
100%  hanya ikut organisasi Partai Golkar itu sendiri atau hanya ikut 
menjadi anggota DPD Golkar Kab Brebes. 
 
Tabel V.16 
Tabel mengenai pengalaman organiasi caleg dari Partai Persatuan 
Pembangunan 
Pengalaman Organisasi Jumlah Prosentase 
DPD PPP Kab Brebes 47 %100 
- - - 
- - - 
( Sumber data PPP dengan nama file bb2 caleg PPP ) 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari partai sendiri 
tidak mewajibkan untuk setiap bacaleg atau caleg mengikuti orgaisasi 
atau wajib mempunyai pengalaman berorganisasi, caleg hanya 
diwajibkan atau secara tidak langsung masuk menjadi bagian dari partai 






Jadi  prosentase pengalaman organisasi  bacaleg dari Partai 
Persatuan Pembangunan 100%  hanya ikut organisasi Partai Persatuan 
Pembangunan itu sendiri atau hanya ikut menjadi anggota DPD PPP Kab 
Brebes. 
 
 Syarat-syarat pencalonan legislatif 
Dari keempat partai yang akan diteliti syarat-syarat untuk mencalonkan 
diri menjadi legislatif semua terpacu pada PKKPU  NO 20 TAHUN 2018 
1. Persyaratan Bakal Calon DPRD menurut PKPU NO. 20 
TAHUN 2018 
  BakaI calon anggota DPR, DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
adalah Warga Negara Indonesia danharusjmemenuhi persyaratan: 
a. telah berumur 21(dua puluh satu) tahunhatau lebih 
terhitunghsejak penetapan DCT; 
b. bertakwa kepadaTuhan YanghMaha Esa; 
c. bertempat tinggaI di wilayah NegarahKesatuan 
Republik Indonesia; 
d. dapat berbicara,membaca, dan/atau menulisgdalam 
bahasa Indonesia; 
e. berpendidkanhpaling rendah tamat sekolah menengahhatas,madrasah 
aliyah, sekolah menengagkejuruan, madrasah alyah kejuruan, atau sekolah 
lain yangysederajat; 
f. setia kepadatPancasila,Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia 
Tahun 1945, Negara KesatuanuRepublik Indonesia, danBhinneka Tunggal 
Ika; 
g. tidakypernah sebagai terpidanayberdasarkanyputusan pengadilan yang 





penjara 5 (lima) tahunyatau lebih berdasarkan putusan pengadilanhyang 
telah berkekuatan hokum tetap; 
h. bukan mantanhterpidana bandar narkoba, kejahatanyseksual tehadap 
anak, atau korupsi; 
i. sehat jasmani,urohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika,psikotropika 
dan zat adiktif; 
j. terdaftar sebagaitpemilih; 
k. bersediatbekerja penuh waktu; 
l. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati,wakil 
bupati, walihkota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa 
yang mencakup unsur staf yang membantunKepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan danykordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 
Desa, dan unsur pendukunghtugas KepalauDesa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahiydalam bentukypeIaksanayteknis dan unsur 
kewiIayahan; 4) AparaturtSipil Negara; 5) anggotayTentara NasionalI 
Indonesia; 6) anggotatKepolisiantNegara Republik Indonesia; 7) direksi, 
komisaris, dewannpengawas dan/atau karyawanmpada Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha MiliktDaerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan 
lain yang anggarannyahbersumber dari keuangan negara; 
m. mengundurkan diri sebagai PenyelenggarakPemilu, Panitia Pemilu, 
atau PanitiahPengawas; 
n. bersedia untuk tidakuberpraktik sebagaiyakuntan publik,tadvokat, 
notaris, pejabat pembuathakta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan 
penyedia barang dan jasa yangyberhubungan denganukeuangan negara 
serta pekerjaan lainyyang dapat menimbulkan konflikukepentingan dengan 
tugas, wewenang, dan hakysebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kotausesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
o. bersedia untuk tidakymerangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, 





Milik Negara, BadanyUsaha MilikuDaerah, Badan UsahayMilik Desa, 
atau badan Iainkyang anggarannya bersumber dariukeuangan negara; 
p. menjadi anggota PartaijPolitik; 
q. dicalonkanjhanya di 1(satu) Iembagahperwakilan; 
r. dicalonkan hanyakoleh 1 (satu) PartaioPoIitik; 
s. dicalonkan hanyydi 1 (satu) Dapil; dan 
t. mengundurkanydiri sebagaiyanggota DPR, DPRD Provinsi,uatau DPRD 
Kabupaten/Kota bagi calonuanggota DPR, DPRD Provinsi,natau DPRD 
Kabupaten/Kota yang dicalonkan olehyPartai PoIitik yanguberbeda 
dengan Partai Politikhyang diwakiliypadauPemilu Terakhir. 
Dan tambahan Iagijuntuk Partai Persatuan Pembangunanuatau PPP yaitu 
calon legislatif harus beragamakIslam. 
Persyaratanjdidalam rekruitmen sebuahhprapol untuk menyeIeksi calon 
anggota legislatif sangat penting, hal ini akanjberpengaruh didalam 
kualitas calon legislatif yangjakan diusung olehkmasing-masing partai. 
(Sumber data : https://jdih.kpu.go.id  diakses pada 10 januari 2020 ) 
V.1 Hasil Penelitian 
1. Upaya rekruitmen politik dapat diukur dengan indikator berikut : 
a) Syarat-syarat pencalonan anggota legislatif, yaitu sebuah tuntutan 
yang harus dipenuhi sebelum mencalonkan diri sebagai calon 
anggota legislatif. 
 Berkas Formulir, yaitu inventaris dari keseluruhan formulir yang 
digunakan didalam sebuah organisasi atau didalam sebuah 
kedinasan, yang terdapat sebuah data atau informasi. 
1) Syarat berkas khusus sebagai persyaratan pencalegan? 
Berkas khusus adalah sebuah persyaratatan yang diajukan 





Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
Sekertaris DPD Partai Amanat Nasional Kab Brebes)  pada 
12 Januari 2020 menyatakan  
 “Didalam Partai Amanat Nasional tidak ada berkas 
khusus yang harus diserahkan caleg kepada partai”. 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab Brebes ) pada 12 
januari 2020 menyatakan 
 “Untuk PDIP ada berkas yang harus diserahkan 
oleh caleg, atau ada persyaratan normatif dan persyaratan 
internal partai” 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permana Sigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “Partai Golkar tidak memberikan syarat khusus 
untuk calon legislatif, tidak ada syarat yang diberikan 
partai untuk caleg” 
 
Menurut Bapak Jaenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 






 “Didalam Partai Persatuan Pembangunan tidak 
ada syarat khusus yang diajukan partai untuk calon 
legislatif” 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan, dapat 
disimpulkan bahwa dari keempat partai yang diteliti hanya 
PDIP yang mempunyai berkas khusus yang harus 
diserahkan oleh caleg, sedangkan untuk Golkar, PAN dan 
PPP hanya sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh 
KPU. 
 
2) Kesesuaian syarat pencalegan partai politik  dengan 
PKKPU ? 
Artinya apakah partai mempunyai persyaratan khusus atau 
hanya persyaratan yang diajukan oleh KPU 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “Tidak ada berkas khusus, hanya sesuai yang 






Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “Di PDIP caleg bukan hanya mengisi persyaratan 
yang diajukan oleh KPU saja, tetapi harus melengkapi 
berkas khusus yang diajukan oleh partai atau persyaratan 
internal partai seperti mengisi atau mengumpulkan 
berbagai surat pernyataan”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Tidak ada berkas khusus atau persyaratan khusus 
yang harus dipenuhi oleh caleg, caleg hanya harus 
melengkapi persyaratan yang diajukan oleh KPU saja”. 
 
 
Menurut Bapak Jaenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Tidak ada berkas khusus atau persyaratan khusus, 







Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada berkas-berkas lainnya, caleg 
hanya mengumpulkan syarat-syarat yang dikeluarkan 
PKKPU, terkecuali caleg dari PDIP karena mempunyai 
persyaratan internal partai itu sendiri. 
 
 
3) Pengaruh karir politik terhadap proses pencalonan 
Krir politik merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan 
dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama 
masa kerjanya 
 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 juli 2021 
menyatakan  
 “ Tidak ada mba, karena memang minayt 
pencalonan di Partai Amanat Nasional ini sedikit, jadi kita 
tidak mempertimbangkan hal tersebut.” 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 






 “ Tentu ada, untuk partai tentu saja 
mempertimbangkan hal itu,” 
 
Menurut Bapak Andyan Dwi permatasigit ( selaku 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 juli 2021 
mengatakan 
 “ Itu tentu saja jadi pertimbangan untuk parta, 
semakin caleg mempunyai karir yang baik didalam politik 
tentu akan lebih menguntungkan” 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku sekertaris DPD Partai 
Persatuan Pembangunan ) pada 12 juli 2021 mengatakan 
 “ Itu pasti jadi pertimbangan dari partai, hal itu 
sangat berpengaruh” 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa dari keempat partai tiga partai yaitu 
PDIP, GOLKAR DAN PPP mempertimbangkan karir 
politik calon legislatif, sedangkan PAN tidak 
mempertimbangkan karir politik. 
 
4) Proses perekrutan bakal calon legislatif berdasarkan tingkat 





Merupakan tingkat ketokohan atau kepopuleran dari 
bacaleg tersebut. 
 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 juli 2021 
mengatakan 
 “ Bagaimana mungkin kitta mengadakan uji 
popularitas, sedangkan yang mendaftarkan diri menjadi 
caleg hanyasesuai dengan kuota calon legislatif, artinya 
memang minat orang untuk mendaftarkan diri menjadi 
caleg PAN rendah” 
 
Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 juli 2021 
mengatakan 
 “ Tentu saja popularitas bacaleg menjadi 
pertimbangan untuk calon legislatif, karena itu akan 
memberikan kemudahan bagi caleg dalam berkompetisi.” 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku 






 “ Tentu saja mba, partai tentu saja lebih 
memprioritaskan bacaleg yang mempunyai popularitas 
didalam masyarakat umtuk dijadikan caleg” 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku sekertaris DPD Partai 
Persatuan Pembangunan ) pada 12 juli mengatakan 
 “ Justru itu menjadi kendala bagi partai kami, 
karena kebanyakan yang mendaftarkan diri menjadi caleg 
itu ketokohannya kurang didalam masyarakat” 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa pupularitas menjadi pertimbangan atau 
persyaratan didalam proses pencalonan untuk partai Golkar 
dan PDIP, namun justru menjadi kendala untuk Partai 
Persatuan Pemabangunan, dan Partai Amanat Nasional 
tidak menjadi pertimbangan atau persyaratan karena minat 
caleg PAN sedikit. 
 
5) Kestiaan atau dedikasi mrupakan poin penting didalam 
proses perekrutan 








Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 juli 2021 
mengatakan 
 “ Itu tentu menjadi poin khusus, namun balik agi 
bahwa peminatnya kurang, siapapun yang mendaftarkan 
diri tentu akan kami terima” 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 juli 2021 
mengatakan 
 “ Tentu ada, karena memang di PDIP ada skoring 
untuk dicalonkan menjadi caleg, khususnya dari kader 
PDIP berapa lama menjadi kader mempunyai skor khusus” 
 
Menurut Bapak Andyan Dwi Permatasigit ( selaku 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 juli 2021 
mengatakan 
 “ Tentu ada poin khusus untuk calon-calon yang 
mempunyai kesetiaan dan dedikasi terhadap partai 
Golkar” 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku sekertaris DPD Partai 





 “ Biasanya kita lebih mengutamakan calon 
legislatif yang memang mempunyai kesetiaan serta dedikasi 
terhadap partai” 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa dari keempat partai semua tentu 
memberikan poin khusus terhadap bacaleg yang 
mempunyai kesetiaan serta dedikasi terhadap partai politik. 
 
6) Pengaruh kurangnya persyaratan dengan pendataran caleg 
Artinya dengan kurangnya persyaratan yang dipenuhi oleh 
bakal calon anggota legislatif apakah masih dapat 
melanjutkan pendaftaran menjadi caleg. 
 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “Jika ada yang kurang tentu dari partai akan 
menunggu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar 
caleg dapat mengumpulkan persyaratan yang telah 






Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “tentu saja dari partai akan ngasih jangka waktu 
untuk caleg agar dapat memenuhi  persyaratan yang telah 
dikeluarkan oleh KPU, jika sampai jangka waktu caleg 
belum memenuhi syarat maka tidak bisa melanjutkan”.  
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Dari partai tentu akan ngasih jangka waktu dan 
ditunggu, jika sampai jangka waktu tersebut caleg tidak 
mengumpulkan atau melengkapi berkas atau persyartan 
yang diajukan oleh pu maka tidak bisa melanjutkan”. 
 
Menurut Bapak Jaenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Biasanya dari partai akan menunggu sesuai 
dengan tanggal yang telah ditentukan untuk calon 







Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa jika berkas atau formulir masih kurang 
untuk memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh 
KPU maka setiap partai khususnya keempat partai yang 
tsedang diteliti akan memberi waktu untuk caleg agar dapat 
memenuhi persyaratan tersebut. 
 
 Seleksi Tes, yaitu proses untuk memilih karyawan atau anggota 
organisasi dan menmpatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan di 
orgnisasi tersebut. 
1) Seleksi sebagai persyaratan pencalegan? 
Merupakan proses pemilihan bacaleg untuk mendaftrakan 
diri menjadi calon legisltaif 
 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “untuk Partai Amanat Nasional itu sendiri tidak 






Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “untuk seleksi tentu saja di PDIP mengadakan tes 
seleksi”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “tentu saja ada seleksi yang dilakukan oleh caleg ”. 
 
Menurut Bapak Jaenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Tentu saja ada tes seleksi didalam proses 
rekruitmen untuk calon legislatif”.  
 
Berdasarkan wawancara dengan informan, dapat 
disimpulkan bahwa dari keempat partai yang diteliti oleh 
peneliti ada tiga partai yang mengadakan seleksi terlebih 
dahulu, yaitu PDIP, Golkar dan PPP. Sedangkan untuk 






2) Bentuk seleksi bacaleg ? 
Merupakan bentuk seleksi yang diadakan oleh masing-
masing partai politik 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “tidak ada seleksi apapun di partai, karena yang 
mendaftarkan diri langsung kita terima”. 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjungan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Menggunakan skoring, maksudnya caleg akan 
mendapatkan skor dilihat berdasarkan pengalaman 
berorganisasi, keaktifan didalam partai dll, selain itu ada 
juga tes psikotes yang dilakukan sendiri oleh internal 
partai yang bertempat disemarang untuk penyaringan 
calon legislatif”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 






 “partai itu sendiri akan melakukan 
evaluasiterhadap kader-kader yang akan mencalonkan diri 
menjadi anggota legislatif, serta partai akan menyiapkan 
banyak kriteria, jika pengurus maka kami akan melihat 
track record dan kiprah dipartai”. 
 
Menurut Bapak Jaenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Untuk seleksi kita lihat caleg tersebut 
ketokohannya seperti apa, supaya mengetahui kualitas dari 
caleg tersebut”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa setiap partai tentu saja beda-beda 
bentuk dalam menyeleksi calon anggota legislatif . 
 
3) Kewajiban seleksi didalam pencalegan ? 
Merupakan kewajiban bacaleg dalam mengikuti tes seleksi 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 





 “jadi yang terpenting caleg hanya mengisi formulir 
dan melengkapi berkas-berkas yang diajukan oleh KPU 
saja”. 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Iya, semua caleg diwajibkan untuk mengikuti tes 
seleksi yang diadakan oleh PDIP”.  
 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “iya, semua caleg wajib mengikuti tes seleksi yang 
diadakan oleh partai”. 
 
Menurut Bapak Jaenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “Setiap calon legislatif wajib mengikuti tes seleksi 






Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa semua caleg dari ketiga partai 
diwajibkan untuk mengikut tes seleksi yang diadakan oleh 
partai, kecuali Partai Amanat Nasional yang memang tidak 
mempunyai atau tidak mengadakan tes seleksi. 
 
 
4) Tes kesehatan sebagai persyaratan pencalegan ? 
Sebuah tes yang dilakukan oleh partai politik untuk 
mengetahui kesehatan dari bakal calon legisltatif yang akan 
mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “Ada, tentu saja ada tes kesehatan yang dilakukan 




Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 






 “Ada, dari partai nanti akan berkordinasi dengan 
pihak rumah sakit, seperti tes psikotes atau kejiwaan, 
narkoba, dll. Jadi caleg dipastikan sehat jasmani dan 
rohani”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Tentu saja ada tes kesehatan yang dilakukan oleh 
caleg, partai tentu saja akan berkordinasi dengan pihak 
rumah sakit untuk memastikan bahwa caleg dalam keadaan 
sehatjasmani dan rohani”. 
 
Menurut Bapak Jaenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “Untuk tes kesehatan ada, langsung di rumah sakit 
seperti psikotes, tes narkoba, dan urin. Dengan dipandu 
oleh pihak dari partai didalam ruang khusus yang hasilnya 
diserahkan langsung oleh partai”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 





kesehatan yang telah diadakan oleh partai, karena memang 
tes kesehatan merupakan salah satu persyaratan dari KPU 
yang harus dipenuhi oleh setiap caleg. 
 
5) Pengaruh riwayat penyakit terhadap pencalegan ? 
Riwayat penyakit merupakan sebuah penyakit yang sedang 
diderita oleh bakal calon legislatif 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “tentu saja kita lihat terlebih dahlu riwayat 
penyakit yang diderita oeh calon leislatif, apakah 
penyakitnya parah atau tidak”. 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ kita lihat dulu riwayat penyakitnya, jika 
penyakitnya biasa tentu saja dapat mengikuti seleksi, 
karena caleg akan jadi pemimpin sehigga diharuskan sehat 






Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Golkar ) pada 12 januari 2020 menyatakan 
 “terlebih dahulu kita lihat riwayat penyakit yang 
diderita, tapi biasanya tidak ada calon legislatif yang 
mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “sejauh ini partai tidak pernah mengalami calon 
legislatif dengan riwayat penyakit yang membahayakan”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa partai akan melihat terlebih dahulu 
riwayat penyakit yang diderita oleh caleg tersebut. 
 
6) Pengaruh riwayat penyakit terhadap kelanjutan pencalegan 
? 
Merupakan sebuah persyaratan yang memang jika bacaleg 
tersebut mempunyai riwayat penyakit maka tidak bisa 





Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ seperti yang saya katakan tadi, bahwa caleg tidak 
dapat melanjutkan pendaftaran jika telah diketahui 
mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan”. 
 
Menurut Ibu Hj Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ seperti yang sudah dijelaskan, caleg bisa 
melanjutkan untuk mendaftarkan diri jika penyakit yang 
diderita memang penyakit yang basa, artinya penyakit yang 
masih bisa ditangani”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( seaku wakil 
sekertaris PDP Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ caleg akan dapat melanjutkan ntuk mendaftarkan 
diri jika tidak mempunyai riwayat penyakit, jika pun 
mempunyai riwayat penyakit tentu penyakit yang biasa saja 






Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertari DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “jika calon legislatif mempunyai penyakit yang 
biasa dan tidak membahayakan, calon legislatif dapat 
melanjutkan dan sebaliknya”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa partai akan melihat dulu riwayat 
penyakit yang diderita oleh caleg, jika memang penyakit 
yang diderita tidak bahaya atau berat maka caleg tidak bisa 
melanjutkan namun jika penyakit yang diderita hanya 
penyakit biasa tentu saja caleg dapat melanjutkannya. 
 
 
7) Seleksi khusus untuk memilih dapil yang diinginkan? 
Dapil merupakan daerah pemilihan artinya apakah ada 
seleksi khusus untuk caleg agar dapat memilih dapil sesuai 
yang diinginkan. 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 






 “ tidak ada seleksi khusus yang dilakukan caleg 
untuk mendapatkan dapil yang diinginkan, karena dari 
partai sendiri yang akan menentukan, kalaupun ingin 
memilih asal masih ada kuota yang kosong”. 
 
Menurut Ibu Hj Khoriroh ( selaku sekertari DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “ jika dapil yang diinginkan masih memenuh kuota, 
artinya jika seseorang menginginkan dapil tertentu 
sedangkan dapil yang diinginan kuotanya masih kurang, 
tanpa adanya seleksi khususpun caleg dapat memilih”. 
 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ tidak ada seleksi khusus untuk caleg agar dapat 
memilih apl yang diinginkan karena untuk dapil biasanya 
partai yang mennutukan, terkecuali jika memang ada kuota 
dapil yang mash kosong maka caleg bisa untk memilih 






Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ tidak ada seleksi khusus untuk caleg agar 
mendapatkan dapil yang diinginkan, paling hanya dilihat 
keaktifan didalam kepengurusan, jika caleg aktif dalam 
kepengurusan maka akan diutamakan”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa dari keempat partai tidak ada seleksi 
khusus untuk caleg agar mendapatkan dapil yang diingkan. 
 
8) Apakah diperbolehkan untuk memilih dapil ? 
Artinya apakah setiap calon legislatif diperbolehkan untuk 
memilih dapil sesuai dengan yang diinginkan  
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ diperbolehkan jika masih ada kuota yang kosong, 







Menurut Ibu Hj Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ diperbolehkan jika masih ada kuota didapil 
tersebut”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ diperbolehkan kalau memang masih ada kuota 
untuk dapil yang diinginkan”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ diperbolehkan jika memang dapil yang diinginkan 
masih ada kuota”.  
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa semua partai memperbolehan calegnya 
untuk memilih dapil yang diinginkan jika memang masih 







 Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab secara isan untuk 
memperoleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh 
dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual atau 
audio visual. 
1) Wawancara sebagai bagian dari proses rekruitmen 
pencalegan ? 
Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dimana 
bacaleg akan diberi pertanyaan oleh pengurus partai politik 
sebagai proses rekruitmen pencalegan  
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ Di Partai Amanat Nasional ini tidak ada tes-tesan 
mba, karena partai sudah mengetahui kapasitas sicalon 
untuk maju”. 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ untuk tes wawancara tergantung tim verifkasi, 







Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertari DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “biasanya wawancara dilakukan oleh caleg ysng 
memang dari luar, artinya buka merupakan pengurus 
partai Golkar”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ ada tes wawancara yang dilakukan dalam proses 
rekruitmen calon legislatif, tapi itu hanya dilakukan oleh 
orang dari luar, artinya bukan merupakan seorang 
pengurus partai jika memang seorang pengurus maka tidak 
ada tes wawancara”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan infoman dapat 
disimpulkan bahwa dari keempat partai yang diteliti oleh 
peneliti, ada tiga partai yang memang mengadakantes 
wawancara yaitu PDIP, PPP dan Golkar, sedangkan untuk 






2) Wawancara sebagai poin penting didalam proses 
rekruitmen ? 
Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang 
dilakukan oleh pengurus partai kepada calon legislatif 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
mengatakan 
 “seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa di 
PAN tidak mempunyai tes apaun, jadi yang terpenting 
caleg mengumpulkan persyaratan atau berkas yang telah 
diajukan saja” 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ wawancara merupakan poin penting didalam 
melaksanakan rekruitmen calon legislatif”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 






 “iya, wawancara merupakan poin penting untuk 
kita tau bahwa orang tersebut memang mempunyai potensi 
untuk menjadi anggota legislatif”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ iya betul, wawancara merupakan poin penting 
didalam proses rekruitmen calon anggota legislatif”. 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa tidak semua bacaleg akan 
diwawancara, karena bacaleg yang diwawancara hanya 
bacaleg yang dari luar, artinya bukan merupakan pengurus 
partai. 
2. Menghasilkan calon anggota yang berkualitas dapat diukur 
dengn indikator berikut : 
a) Tingkat Pendidikan, yaitu suatu proses peserta didik dalam 
meningkatkan pendidikan sesuai jenjang yang akan ditempuhnya 
dalam melanjutkan pendidikan yang ditempuh. 
1) Pendidikan sebagai syarat pencalegan ? 
Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang 





Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ ada syarat minimal pendidikan untuk calon 
legislatif, dari PAN sendiri syarat minimal pendidikan 
mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KPU”. 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ ada, untuk PDIP mengikuti syarat-syarat yang 
diberikan oleh KPU”.  
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ tentu saja ada syarat minimal pendidikan untuk 
calon legislatif, dari Golkar sendiri mengikuti syarat yang 
telah diberikan oleh KPU”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 






 “ tentu saja ada minimal pendidikan yang ditempuh 
oleh calon legislatif”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa terdapat syarat minimal pendidikan 
yang harus ditempuh oleh bacaleg, yang memang menjadi 
persyaratan yang telah diajukan oleh KPU. 
 
2) Syarat minimal pendidikan bakal calon legisltaif? 
Merupakan sebuah minimal pendidikan yang ditempuh 
olehbakal calon legislatif 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh 
KPU, bahwa sayarat minimal pendidikan calon legislatif 
adalah SMA/Sederajat”. 
 
Menurut Ibu Hj. Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 






 “ minimal pendidikan yang harus ditempuh oleh 
calon legislatif adalah SMA/Sederajat, namun jika caleg 
berpendidikan lebih dari SMA itu lebih baik”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ partai mengikuti persyaratan yang telah diberikan 
oleh KPU, yaitu minimal pendidikan yang telah ditempuh 
oleh caleg adalah SMA/Sederajat”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatua Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “untuk syarat minimal pendidikan partai mengikuti 
syarat yang diajukan oleh KPU yaitu minimal calon 
anggota legislatif pendidikan SMA/Sederajat”.  
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa dari semua partai yang diteiti oleh 
peneliti syarat minimal pendidikan untuk caleg adalah 
SMA/Sederajat, hal tersebut sesuai dengan persyaratan 






3) Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemilihan Dapil ? 
Dapil merupakan daerah pemilihan, apakah ada pengaruh 
didalam sebuah dapil dengan tingkat pendidikan bakal 
calon legislatif 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ tingkat pendidikan calon tidak berpengaruh 
didalam pemilhan dapil tertentu”.  
 
Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ tingkat pendidikan caleg tidak berpengaruh 
didalam pemilihan dapil ataupun nomer urut, berpengaruh 
jika seorang caleg merupakan pengurus partai”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ tingkat pendidikan caleg tidak mempengaruhi 






Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “ tingkat pendidikan calon legslatif  tidak 
berpengaruh didalam pemilihan dapil untuk calon 
legislatif”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa tngkat pendidikan caleg tidak 
menentukan atau tidak berpengaruh dalam pemilihan dapil. 
b) Pekerjaan calon anggota legislatif, yaitu suatu 
hubungan yang melibatkan dua pihak antar perusahaan dengan 
pekerja atau karyawan, atau status yang dimiliki oleh bakal calon 
anggota legislatif. 
1) Syarat background pekerjaan terhadap pencalegan ? 
Background pekerjaan merupakan pekerjaan yang sedang 
dijalankan oleh bakal calon legislatif, apakah ada syarat 
pekerjaan khusu untuk calon legislatif. 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 






 “ apapun background pekerjaannya boleh 
mencalonkan diri menjadi anggota legislatif “. 
 
Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ ada, seperti yang telah ditetapkan oleh KPU bahwa 
PNS dan Advokat harus mencopot jabatannya terlebih 
dahulu untuk mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif, 
selebihnya boleh mencalonkan diri”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “  semua warga negara Indonesia diperbolehkan 
untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, 
terkecuali pekerjaan yang telah ditentukan oleh KPU “. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ semua orang dengan backgroun pekerjaan apapun 






Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditetapkan oleh KPU, partai tidak akan melarang siapapun 
yang akan mendaftar untuk mencalonkan diri. 
 
2) Pengaruh jenis pekerjaan terhadap pencalegan ? 
Merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul didalam 
sebuah proses pencalegan terhadap sebuah pekerjaan 
tertentu 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ tidak dipermasalahkan untuk jenis pekerjaan 
apapun, selain dengan syarat yang telah ditentukan oleh 
KPU”. 
 
Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ selain itu tidak ada permasalahan untuk backgroun 
pekerjaan dari calon legislatif, artinya siapa saja boleh 






Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ tidak ada permasalahan untuk pekerjaan terkecuali 
pekerjaan yang telah ditentukan oleh KPU”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ semua bisa mencalonkan diri, karena sekalipun 
tidak tahu atau kurang paham nanti ada pelatihan-
pelatihan yang dilakukan oleh KPU, Panwaslu atau dari 
partai itu sendiri, dan telah memenuhi syarat yang telah 
dikeluarkan oleh KPU”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa semua dengan jenis pekerjaan apapun 
boleh mengikuti pendaftaran calon legislatif, kecuali 
pekerjaan yang memang tidak diizinkn dipersyaratan yang 






c) Pengalaman Organisasi, yaitu pengalaman yang 
didapatkan oleh seseorang ketika ia bergabung dan berkontribusi 
didalam sebuah organisasi, selain ia bisa memberikan manfaat 
pada orang banyak dengan keaktifannya dalam sebuah organisasi, 
seseorang bisa mendapatkan berbagai keuntungan. 
 
1)  Syarat pengalaman organisasi terhadap pencalegan? 
Merupakan sebuah syarat pengalaman berorganisasi bakal 
calon legislatif sebelum mendaftarkan diri menjadi calon 
legisatif 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ caleg tidak berkewajiban mengikuti organisasi 
apapun”. 
 
Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ tidak juga, siapapun bisa mengikuti pendaftaran 
calon anggota legslatif sekalipun tidak mempunyai 






Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ tidak ada kewajiban untuk calon legislatif untuk 
berorganisasi, sekalipun tidak mempunyai pengalaman 
berorganisasi calon legislatif dapat mendaftarkan diri”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “ tidak ada anjuran bagi caleg untuk wajib 
mempunyai pengalaman berorganisasi”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa semua dapat mencalonkan diri menjadi 
calon legislatif walaupun tidak memiliki pengalaman dalam 
berorganisasi. 
2) Bagaimana jika bakal calon legislatif tidak mengikuti 
organisasi ? 
Jika memang sebuah pengalaman berorganisasi merupakan 
syarat wajib bagi bakal calon legislatif, lalu apakah bakal 






Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “tidak papa, karena tidak diwajibkan untuk mengikuti 
organisasi”. 
 
Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020  
menyatakan 
 “banyak sekalih caleg yang tidak memiliki 
pengalaman organisasi, atau tidak masuk kedalam sebuah 
organisasi namun itu tidak menjadi masalah”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
seertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “tidak mengapa jika caleg tidak mengikuti organisasi, 
karena memang itu tidak diwajibkan didalam syarat 






Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “  tidak diwajibkan bagi caleg agar masuk atau 
mengikuti sebuah organisasi, karena memang didalam 
persyaratapun tidak ada”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa bacaleg tetap bisa mendaftarkan diri 
menjadi caleg walaupun tidak mengikuti organisasi apapun. 
 
3) Syarat mengikuti organisasi partai pengusung didalam 
pencalegan ? 
Organisasi pengusung artinya setiap bakal calon legislatif 
apakah diwajibkan mengikuti atau bergabung didalam 
sebuah partai yang akan mengusungnya. 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
seertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “tentu saja, secara tidak langsung caleg tersebut 






Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “semua yang mendaftarkan diri secara tidak 
langsung mengikuti organisasi atau partai”. 
 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan  
 “yang mendaftarkan diri menjadi caleg otomatis 
langsung masuk kedalam organiasi atau partai”. 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “iya, tentu saja dengan dia mendaftarkan diri secara 
otomatis masuk organisasi atau partai”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa setiap bacaleg yang akan mendaftakan 







4) Kewajiban bergabung menjadi anggota partai didalam 
pencalegan ? 
Merupakan sebuah kewajiban menjadi anggota didalam 
syarat pencalonan diri menjadi caleg. 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ jika caleg tersebut mendaftarkan diri maka akan 




Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “iya, karena calon legislatif yang mendaftar langsung 
mendapat KTA atau Kartu Tanda Anggota dari partai”. 
 
Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 






 “ iya betul, caleg yang mendaftarkan diri akan 
langsung tergabung atau masuk kedalam partai, karena 
akan langsung mendapat KTA”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil seertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “ dengan orang tersebut mencalonkan diri, pasti ikut 
menjadi anggota partai karena akan mendapat KTA atau 
Kartu Tanda Anggota”. 
 
Bedasarkan wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa setiap yang mendaftarkan atau 
mencalonkan diri menjadi anggota legislatif secara tidak 
langsung akan bergabung atau ikut menjadi anggota partai 
pengusung, dan akan langsung mendapatkan KTA atau 









3. Kendala apa saja yang dihadapi dipartai politik dalam melaksanakan 
upaya rekruitmen bakal calon legislatif untuk meningkatkan kualitas 
calon legislatif ? 
 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “tidak ada kendala di Partai Amanat Nasional dalam 
rekruitmen, dikarenakan setiap partai sudah membidik 
sejak lama dengan metode rekruitmen dini sebelum adanya 
pendaftaran calon”. 
Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku sekertaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
“adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh partai seperti 
: 
 
 Tidak semua masyarakat berbobot masuk ke partai   
PDIP 
 Masalah materi atau biaya dari caleg, karena partai 
tidak memfasilitasi hal tersebut 






Menurut Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku wakil 
sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
 “adapun kendala yang dihadapi oleh partai biasanya 
mengenai minimnya tingkat pendidikan serta pengalaman 
organisasi, walaupun memang tidak diwajibkan namun itu 
menjadi kendala”. 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil sekertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
“adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh partai seperti 
: 
 PPP merupakan bukan partai yang menjadi favorit, 
orang-orang banyak yang tidak mau untuk 
bergabung didalam Partai Persatuan 
Pembangunan, karena seolah-olah orang yang 
masuk PPP harus orang yang faham akan agama, 
walaupun memang azas dari partai memang islam, 
akhirnya menimbulkan masalah, yang menyebabkan 
PPP mencari kader yang biasa saja sangat sulit 
apalagi mencari kader yang unggulan, karena untuk 





kader unggulan yang masuk didalam sebuah partai, 
jadi PPP sangat sulit untuk mencari kaderatau 
tokoh yang berkualitas serta yang unggulan. 
 Ketokohan, karena waaupun ader tersebut 
mempunyai materi yang banyak namun 
ketokohannya kurang maka tidak akan dipilih oleh 
masyarakat, walaupun calon legislatif tersebut 
merupakan calon yang unggulan dari partai atau 
yang berkualitas, namun jika ketokohannya kurang 
maka akan sulit untuk dapat menjadi anggota 
legislatif 
 Mengenai tingkat pendidikan”.   
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 
informan dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala 
yang dihadapi oleh partai didalam meningkatkan 
kualitas calon legislatif adalah mengenai tingkat 
pendidikan dari masing-masing caleg, karena 
walaupun didalam persyaratan memang minimal 
pendidikan caleg adalah SMA/Sederajat namun 
alangkah lebih baik jika caleg mempunyai 






4. Bagaimana solusi dari partai untuk meningkatkan kualitas caleg 
dalam melaksanakan rekruitmen ? 
 
Dimana kemudian Bapak Aqib Ardiansyah ( selaku 
sekertaris DPD Partai Amanat Nasional ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
 “ solusi itu jika mempunyai masalah untuk 
dipecahkan, sedangkan di Partai Amanat Nasional tidak 
mempunyai kendala dalam merekrut calon anggota 
legislatif”. 
 
Menurut Ibu Hj.Khoriroh ( selaku seketaris DPD Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
“solusi untuk meningkatkan kualitas caleg dari PDIP 
seperti berikut: 
 Tingkat Pendidikan yang memang harus 
ditingkatkan 
 Uang Gotong Royong 
 Mengadakan pendidikan politik serta 
pembekalan-pembekalan untuk mereka yang 






Menurut  Bapak Andryan Dwi Permatasigit ( selaku 
wakil sekertaris DPD Partai Golkar ) pada 12 januari 
2020 menyatakan 
“solusi untuk meningkatkan caleg dengan cara 
mengadakan pelatihan-pelatihan politik guna 
meningkatkan kualitas calon legislatif” 
 
Menurut Bapak Jenal Fudin ( selaku wakil seertaris DPD 
Partai Persatuan Pembangunan ) pada 12 januari 2020 
menyatakan 
“ solusi untuk meningkatkan caleg dari Partai perstuan 
Pembangunan seperti : 
 PPP mengadakan pelatihan-pelatihan calon 
legislatif yang difasilitasi oleh Partai Persatuan 
Pembangunan sendiri dan mengundang mentor 
yang diharapkan hal tersebut dapat 
meningkatkan kualitas calon anggota legislatif 
 Selain itu juga caeg dipanggil ditingkat provinsi, 
untuk dibekali lagi agar meningkatkan kualitas 







Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 
informan, dapat disimpulkan bahwa solusi untuk 
meningkatkan kualitas calon legislatif adalah 
partai harus mengadakan pelatihan-pelatihan 
mengenai pendidikan politik guna menghasilkan 
calon legislatif yang berkualitas. 
Hasil interview bersama bakal caleg 
1. Apakah ada persyaratan khusus yang diajukan oleh partai untuk para 
caleg ? 
 
Dimana kemudian Ibu Tanty Sulistiowati ( selaku Bakal Caleg Partai 
Amanat Nasional)  pada 15 juni 2021 menyatakan 
“ persyaratan hanya berupa syarat-syarat yang diajukan oleh KPU saja, 
tidak ada persyaratan khusus dari partai”. 
Menurut Bapak Kris Sartono  ( selaku Bakal Caleg Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan )  pada 15 juni 2021 menyatakan 
“ ada persyaratan khusus dari partai yang mungkin dipartai lain tidak ada, 
seperti sanggup membayar dana gotong royong”. 
 
Menurut Bapak Moch. Taufik Himawan ( selaku Bakal Caleg Partai Golkar 
) pada 15 juni menyatakan 
“ persyaratan yang diajukan partai sesuai dengan persyaratan yang diajukan 






Menurut Bapak Agus Sofwan ( selaku Bakal Caleg Partai Persatuan 
Pembangunan ) pada 15 juni mengatakan  
“ tidak ada persyaratan khusus dari partai, partai hanya mengajukan 
persyaratan yang diajukan oleh KPU”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dari 
keempat partai hanya PDIP yang mempunyai persyaratan partai atau 
persyaratan internal partai, untuk PAN, Golkar dan PPP tidak mempunyai 
syarat khusus. 
2. Apakah ada tes seleksi dari partai untuk bakal caleg ? 
 
Dimana kemudian Ibu Tanti Sulistiowati ( selaku Bakal Caleg Partai 
Amanat Nasional) pada 15 juni 2021 mengatakan 
“ tes seleksi ada tapi hanya sesuai yang diajukan oleh KPU saja, untuk tes 
seleksi dari partai tidak ada”. 
 
Menurut Bapak Kris Sartono ( selaku Bakal Caleg Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan ) pada 15 juni 2021 menyatakan 
“ ada seperti tes psikotes, jadi selain diadakan tes oleh KPU partai itu juga 






Menurut Bapak Moch. Taufik Himawan ( selaku Bakal Caleg Partai Golkar 
) pada 15 juni menyatakan 
“ tidak ada seleksi secara khusus dari partai, namun partai hanya 
mengadakan seperti evaluasi – evaluasi saja”.  
 
Menurut Bapak Agus Sofwan ( selaku Bakal Caleg Partai Persatuan 
Pembangunan ) pada 15 juni 2021 menyatakan 
“  tidak ada seleksi apapun sih mba, karna memang saya juga merupakan 
pengurus partai jadi tidak ada seleksi apapun”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa partai 
hanya mengadakan tes seleksi sesuai dengan persyaratan atau seelksi yang 
diajukan oleh KPU, namun untuk PDIP mengadakan tes seleksi internal 
partai dengan tes yang sama yang diajukan oleh KPU. 
 
3. Apakah partai mengadakan pelatihan-pelatihan ? 
 
Dimana kemudian Ibu Tanti Sulistiowati ( selaku Bakal Caleg Partai 
Amanat Nasional) pada 15 juni 2021 menyatakan 
“ iya, partai mengadakan pelatihan-pelatihan lewat seminar”. 
 
Menurut Bapak Kris Sartono ( selaku Bakal Caleg Partai Demokrasi 





“ tentu ada pelatihan yang diadakan oleh partai, pelatihan kaderisasi dan 
seminar-seminar”. 
 
Menurut Bapak Moch. Taufik Himawan ( selaku Bakal Caleg Partai Golkar 
) pada 15 juni 2021 menyatakan 
“ ada pelatihan yang diadakan oleh partai”. 
 
Menurut Bapak Agus Sofwan ( selaku Bakal Caleg Partai Persatuan 
Pembangunan ) pada 15 juni 2021 menyatakan 
“ ada mba, partai mengadakan pelatihan-pelatihan kader serta seminar-
seminar”. 
 
Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa 
keempat partai tersebut mengadakan pelatihan-pelatihan untuk bakal calon 














 Hasil penelitan ini diperoleh melalui wawancara dengan informan serta data 
yang ada di setiap partai politik, dari keempat partai politik cara merekrut calon 
legislatif semua berpedoman pada persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum atau persyaratan umum yaitu PKPU Nomor 20 Thn 2018, 
namun selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU partai juga mempunyai 
persyaratan khusus atau persyaratan internal partai. 
 Dari keempat partai politik tidak semua mempunyai persyaratan khusus atau 
persyaratan internal partai. PDIP, GOLKAR dan PPP merupakan partai yang 
mengajukan persyaratan khusus atau internal partai untuk semua calegnya, seperti 
adanya tes seleksi, wawancara serta uji popularitas, namun untuk PAN tidak 
mengajukan persyaratan khusus bagi setiap calegnya. 
 Selain itu Partai juga mengadakan pelatihan atau pendidikan politik sebagai 
upaya untuk meningkatkan kualitas bakal calon legislatif yang akan maju dalam 
pencalegan, hal tersebut merupakan gagasan setiap partai politik dalam 
meningkatkan kualitas bakal calon legislatif.     
 kendala yang dihadapi bagi partai dalam meningkatkan kualitas bakal calon 
legislatif adalah dengan beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pengalaman 
organisasi, serta background pekerjaan bakal calon legislatif. Terbatasnya ketiga 










VI.1   kesimpulan 
1. Dari keempat partai politik yaitu PAN, PDIP, GOLKAR dan PPP cara 
merekrut calon legislatif menggunakan persyaratan, baik persyaratan 
khusus atau internal partai maupun  persyaratan umum. Persyaratan khusus 
berupa tes seleksi, wawancara karir poliitk, uji popularitas serta kesetiaan 
atau dedikasi terhadap partai politik, partai yang menerapkan persyaratan 
khusus seperti PDIP, GOLKAR dan PPP, Sedangkan PAN tidak ada 
persyaratan khusus. Kemudian keempat partai yaitu PAN, PDIP, GOLKAR 
ddan PPP mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh PKPU Nomor 
20 Thn 2018 yang ada pada PKPU Nomor 1 Thn 2011 tentang pedoman 
teknis tata cara pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten 
induk dan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota. 
2. Kendala yang dihadapi oleh partai didalam meningkatkan kualitas calon 
legisltaif yaitu tentang faktor pendidikan dan pengalaman organisasi yang 
terbatas atau hanya lulusan SLTA/Sederajat, dengan prosentase PAN 60,9 
%, PDIP 62 %, GOLKAR 42 % dan PPP 59,9 %, sedangkan pengalaman 
organisasi keempat partai yaitu PAN, PDIP, GOLKAR DAN PPP tidak 
mempunyai pengalaman dalam berorgnisasi dengan prosesntse semuanya 
100 % dengan yang mendaftar untuk PAN hanya 41 orang dan jumlah uota 






yang dibutuhkan 50 orang, untuk GOLKAR yang mendaftar sebanyak 60 
orang dan kuota yang dibutuhkan 50 orang, selanjutnya unutk PPP yang 
mendaftar47 orang sedangkan kuota yang dibutuhkan hanya 47 orang. 
Karena memang terdapat syarat pendidikan yang telah ditetapkan didalam 
persyaratan KPU, sedangkan untuk pengalaman organisasi tidak ada 
kewajiban atau keharusan untuk caleg harus mempunyai pengalaman dalam 
berorganisasi, selain itu untuk PDIP mempunyai kendala mengenai 
masalah materi atau biaya dari caleg karena memang partai tidak 
memfasilitasi hal tersebut lalu masalah tingkat pendidikan, untuk Partai 
GOLKAR mempunyai kendala mengenai tingkat pendidikan dan 
pengalaman organisasi, dan untuk PPP mempunyai kendala mengenai 
masalah popularitas atau ketokohan serta tingkat pendidikan. 
3. Solusi partai dalam meningkatkan kualitas calon legislatif adalah dengan 
cara mengadakan lebih meningkatkan pelatihan – pelatihan seperti 
pelatihan kerja wakil rakyat, dan lain-lain serta mengadakan pendidikan 
politik yang diadakan oleh partai politik untuk bakal calon anggota 
legislatif guna menghasilkan calon legislatif yang berkualitas.  
 
VI.2   Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat maka peneliti memberikan 





1. Menurut peneliti saran yang diajukan mengenai persyaratan untuk 
mendaftarkan diri menjadi calon legislatif tidak hanya terpacu 
dengan PPKPU, namun partai juga harus mempunyai persyaratan 
khusus untuk menghasilkan caleg yang berkualitas, seperti adanya 
tes seleksi maupun tes wawancara. 
2. Selain itu partai juga sebaiknya sering mengadakan pelatihan – 
pelatihan atau seminar – seminar untuk bakal calon legislatif agar 
dapat menjadi calon legislatif yang berkualitas. 
3. Untuk menghasilkan calon legislatif yang berkualitas  partai 
sebaiknya lebih selektif di dalam memilih calon legislatif, artinya 
partai sebaiknya benar – benar memilih bakal calon yang 
berkompeten didalam bidang ini. 
4. Solusi partai dalam meningkatkan kualitas calon legislatif adalah 
dengan cara mengadakan pelatihan – pelatihan seperti pelatihan 
kerja wakil rakyat, dan lain-lain serta mengadakan pendidikan 
politik yang diadakan oleh partai politik untuk bakal calon anggota 












Budiardjo, Miriam 2008.Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama 
Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo. 
Poerwadaminta. 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 
Mas’oed, Mochtar. 2003. Negara Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta: Penerbit 
Pustaka Pelajar. 
Wardani, Kunthi Diyah. 2007. Impechment Dalam Ketatanegaraan Indonesia. 
Yogyakarta, Penerbit UII Pres. 
Santoso. Y. B. 2017. Pelaksanaan Fungsi DPRD Kab Karanganyar. Jurnal ji@p, 
Vol 4, No 1.  
Gafar, Affan. 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. 
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: 
Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. 
Djuhandar, Erom. 2005. Sosiologi Politik. Lampung : Universitas Lampung. 
Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik Teori dan Praktik. Yogyakarta : Institute 
for Democracy And Welfarism. 
Rush, Michael & Althoff, Philip. 1977. Sosiologi Politik. Jakarta : Raja Grafindo 
Persada.   
Lexi J, Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja 
Rosda Karya. 
Nana Syaodih, Sukmadinata. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT. 
Remaja Rosda Karya. 
Sugiyono. 2018. Metode Peneitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : 
Alfabeta. 
Saifuddun, Azwar. 2004. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Belajar. 
Undang-Undang  No.2 Tahun 2011 mengenai Partai Politik pasal (29) ayat (2)  
Rekap Data KPU Kab Brebes 
Saputra, Rudi. 2018. Rekrutmen Partai Politik (studi pola Rekrutmen partai 
Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda). Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 
Liana, Redy. 2020. Model Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD (study 
Rekrutmen Partai Pemenang Pemilu Di Kabupaten Brebes Tahun 2019). 






korupsi-di-dprd(di akses pada 11 September 2020 Pukul 15:43 WIB). 
https://www.merdeka.com/peristiwa/50-anggota-dprd-brebes-dilaporkan-ke-
kejaksaan-soal-dana-bansos.html(di akses pada 11 September 2020 Pukul 15:34 
WIB) 
https://kumparan.com/panturapost/diduga-gelapkan-mobil-rental-oknum-caleg-
dprd-brebes-ditangkap-polisi-tegal-1539860673414496593(di akses pada 11 
September 2020 Pukul 15:43 WIB) 
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4328585/caleg-gerindra-ditahan-


















































































































































































1. Upaya rekruitmen politik dapat diukur dengan indikator berikut: 
a) Syarat-syarat pencalonan anggota legislatif, yaitu sebuah tuntutan yang 
harus dipenuhi sebelum mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif 
 Berkas formulir, yaitu inventaris dari keseluruhan formulir yang 
digunakan didalam sebuah organisasi atau didalam sebuah 
kedinasan, yang terdapat sebuah data atau informasi. 
1) Adakah berkas khusus yang harus diserahkan bacaleg untuk 
mencalonkan diri menjadi legislatif ? 
2) Jika tidak ada, berarti untuk berkas-berkas hanya sesuai dengan 
persyaratan yang dikeluarkanoleh PKKPU? 
3) Lalu apakah karir politik merupakan persyaratan atau pertimbangan 
partai dalam pencalonan atau pendaftaran legislatif ? 
4) Apakah popularitas atau pertokohan juga menjadi persyaratan atau 
pertimbangan partai dalam pencalonan atau pendaftaran legislatif ? 
5) Apakah ada poin khusus untuk bakal calon legislatif yang berdedikasi 
atau setia terhadap partai didalam pencalonan atau pendaftaran 
legislatif ? 
6) Jika ada berkas atau formulir yang kurang memenuhi persyaratan 
apakah bacaleg masih bisa mendaftarkan diri mencadi calon legislatif? 
 Seleksi Tes, yaitu proses untuk memilih karyawan atau anggota 
organisasi dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan 





1) Adakah seleksi didalam pendaftaran untuk calon legislatif ? 
2) Jika ada, apa saja bentuk seleksinya ? 
3) Apakah setiap bacaleg diwajibkan untuk engikti seleksi tersebut ? 
4) Adakah tes kesehatan sebelum mendaftarkan diri menjadi caleg ? 
5) Bagaimana jika bacaleg tersebut mempunyai riwayat penyakit ? 
6) Jika ada,apakah bacaleg tersebut dapat melanjutkan untuk 
mendaftarkan diri menjadi caleg ? 
7) Apakah ada seleksi khusus untuk bacaleg agar mendapatkan Dapil 
yang diinginkan ? 
8) Apakah diperbolehkan ? 
 Wawancara, yaitu yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk 
memperoleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh 
dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual atau 
audio visual. 
1) Adakah tes wawancara yang dilakukan dalam proses 
rekruitmen calon anggota legislatif ? 
2) Jika ada, apakah wawancara merupakan salah satu point 
penting dalam memilh calon anggota legislatif ? 
2. Menghasilkan calon anggota yang berkualitas dapat diukur dengan 
indikator berikut: 
a) Tingkat Pendidikan, yaitu suatu proses peserta didik dalam meningkatkan 
pendidikan sesuai jenjang yang akan ditempuhnya dalam melanjutkan 





1) Adakah syarat minimal pendidikan yang ditempuh oleh bacaleg 
untuk mencalonkan diri menjadii legislatif  ? 
2) Jika ada berapakah minimal pendidikannya ? 
3) Apakah tingkat pendidikan caleg berpengaruh dalam pemilihan 
dapil untuk calon legislatif ? 
b) Pekerjaan calon anggota legislatif, yaitu suatu hubungan yang melibatkan 
dua pihak atar perusahaan dengan pekerja atau karyawan, atau status yang 
dimiliki oleh bakal calon anggota legislatif 
1) Adakah background peerjaan yang tidak diperbolehkan untuk 
mendaftarkan diri menjadi calon legilatif ? 
2) Ataukah semua tidak dipermasalahkan untu jenis pekerjaan dari 
bakal calon anggota legislatif untuk mendaftarkan diri ? 
c) Pengalaman Organisasi 
1) Apakah bacaleg dianjurkan kepada mereka yang mempunyai 
pengalaman berorganisasi ? 
2) Bagaimana jika bacaleg tidak mengikuti organisasi apapun ? 
3) Ataukah yang terpenting mengikuti organisasi dari partai 
pengusung ? 
4) Wajibkah caleg terlebih dahulu gabung atau ikut menjadi anggota 
partai sebeum mendaftar menjadi caleg ?  
3. Kendala apa saja yang dihadapi dipartai politik dalam melaksanakan 






4. Bagaimana solusi dari partai umtuk meningkatkan kualitas caleg dalam 
melaksanakan rekruitmen ? 
 
 
 
 
 
 
 
